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Hak Cipta Pada Penulis 

Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam 

bentuk apapapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 

9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 28  tahun 2014 Tentang  Hak 

Cipta. 

1. Pasal 9 Ayat (3) : Setiap orang yang tanpa izin pencipta 

atau pemegang hak cipta dilarang melakukan 

penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial 

ciptaan”.  

2. Pasal 10 : Pengelola tempat perdagangan dilarang 

membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang 

basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di 

tempat perdagangan yang dikelolannya” 
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KATA 
PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh   

 

Bismillahirrahmanirrahim--Puji syukur kepada Allah 

SWT, dimana Ia telah tebarkan jutaan rahmad atas ridha, 

hidayah, inayah dan serta maunah-Nya kepada penulis tanpa 

batas.  Ia bukakan akal pikiran menjadi jernih, berpikir sehat, 

dengan tetap bersandar pada nilai iman yang membuat diri lebih 

menjadi diajarkan tentang tawadhu, kona‟ah, wara dan punya 

sifat yakin dalam menorehkan ilmu dalam lisan dan tulisan 

dalam sebuah karya ilmiah yang sederhana namun semoga 

membawa manfaat bagi kaum pembelajar ilmu. Kemurahan 

rizki dari Allah SWT penulis syukuri dengan penuh kebahagiaan 

tiada tara dan tercermin dalam rona kesehatan jiwa, raga, akal, 

pikir sehingga waktu waktu yang tersedia telah Allah SWT 

izinkan, serta kesiapan waktu penulis untuk bisa menyelasaikan 

penulisan buku ini kurang lebih selama 6 bulan dengan hasil 

karya buku berjudul “PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM 

PIDANA MELALUI REKODIFIKASI-DEMOKRATISASI  

KONSOLIDASI ADAPTASI DIDALAM KUHP  

NASIONAL” Tujuan diterbitkanya buku ini hasil pemikiran 

dan penelitian ilmiah penulis berkaitan dengan perkembangan 

system hukum pidana nasional yang mengalami perubahan dari 

sisi rekodefikasi, demokratisasi, konsolidasi dan adaptasi yang 

berwujud didalam rumusan ketentuan KUHP yang baru yang 

telah diundangkan melalui UU No 1 Tahun 2023 Tentang 

KUHP. Buku ini untuk sarana  da‟wah bil kitabah (da‟wah 

melalui tulisan) QS : Al-Qalam ayat 1 :  
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نآ ٓۚنٓٓ  قَ رُ ُر قۡ َٓا اَ  اَ ٓ  ِ ا َاَ
قۡ ل اَ ٓ  Nuun; walqalami wa maa yasturuu  

(Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan).  Bagi penulis 

untuk mencari keberkahan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

penulis dan semata mengaharapkan ridha Allah SWT untuk 

berbagi ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia dan melatih 

intusi dalam pengimplemtasian akal dan logika di tuntun oleh 

hati. Berbagi ilmu pengetahuan untuk umat manusia ini bagian 

dari ibadah ilmu dalam rangka untuk mengisi tahalli (perbuatan 

baik didalam jiwa) agar jiwa tertuntun atas petunjuk dan 

keridhaan Allah. Filsuf Imanuel Kant mengatakan , “All human 

knowledge begins with intuitions procceds from thence to 

concepts and ends with ideas” (Semua pengetahuan manusia 

dimulai dengan intuisi, hasil dari situ ke konsep dan berakhir 

dengan ide-ide), mengutip dari buku “Critical of Practical 

Reasons” karya filsuf Imanuel Kant (1724-1804).  Lanjut 

Imanuel Kant, semua pengetahuan kita dimulai dari indra, 

kemudian melanjutkan dengan pemahaman dan berakhir dengan 

alasan. Yang kedua kalinnya, shalawat serta salam saya 

penjatkan puji syukur kehadirat Nabi Besar  Muhammad SAW 

salah satu nabi akhir zaman sebagai nabi pemberi syafaat kepada 

para umat muslim di dunia dan seluruh pengikutnya di yaumul 

qiyamah kelak kepada para umatnya yang beriman dan 

istiqomah dalam menjaga akhlak, adab dan menegakkan amal 

ma‟ruf nanhi munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan 

beragama. Selanjutnya, tujuan penulis menyelasaikan buku ke-

12 ini, untuk melangkap buku bahan ajar yang berguna bagi 

mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum, yang berkaitan 

dengan perkembangan hukum pidana nasional saat ini. Buku 

yang di tulis, terdapat novelty-novelty baru perkembangan 

hukum baru yang peril dipelajari oleh mahasiswa dan para 

dosen. Buku ini, ditulis sejak 1 Desember 2022 dan selesai 100 

persen penulisannya sejak Senin 29 Mei 2023 pukul 24.00 wib, 

sekaligus sebagai hari ulang tahun penulis yang ke-49 tahun. 

Kurang lebih 6 bulan lamanya, untuk menyelesaikan penulisan 
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buku ini. Buku ini, sebagai wujud pertangungjawaban sebagai 

seorang dosen Hukum Pidana Ekonomi dan Kekayaan 

Intelektual (KI) pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhamadiyah Metro dan Dosen Pascasarjana Magister Hukum 

UM Metro. Tangung jawab dan kewajiban itu untuk 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana 

dalam diatur didalam ketentuan amanat UU No 15 Tahun 2015 

Tentang Guru dan Dosen, yaitu, tugas pokok seorang dosen 

Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat.  Buku yang penulis susun ini adalah dalam rangka 

pemenuhan kewajiban dari tugas pokok seorang dosen, yaitu, 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada rektor 

Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Dr. Nyoto Suseno, 

M.Si., yang telah melakukan pembinaan akademik, dan 

memberikan arahan yang konstruktif dan berjenjang dalam 

rangka penguatan disiplin kerja menuju pencapaian gelar 

akademik  yang lebih tingi di masa yang akan datang. Juga 

penulis haturkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Metro Muhammad Sofwan Taufik 

Taufik, S.H.I, M.S.I, yang selama ini menjadi mitra kerja yang 

baik dan dalam nuansa akademik yang profesional dan profetik. 

Semoga, buku kompilasi jurnal prosiding dan artikel yang telah 

penulis susun, dapat memberikan manfaat untuk pengembangan 

SDM dosen dan membantu peningkatan prestasi dan kualitas 

dosen secara umum untuk lembaga dan secara khusus untuk 

pribadi penulis.  Demikian kata pengantar disampaikan, semoga 

apa yang telah penulis kerjakan membawa manfaat fiddunya wal 

akhirah, bermanfaat untuk lembaga tempat penulis berhikmad 

juga bermanfaat untuk masyarakat pencari ilmu pengetahuan 

dimanapun berada. Pepatah mengatakan, “tak ada gading yang 

retak”. Penulis menyadari tak ada karya tulis buku yang 

sempurna, semua memiliki kelebihan dan kekurangan, maka itu 

penulis memohon saran dan kritik jika terdapat kekeliruan 
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dalam penulisan buku ini. Sebagai mmanusia biasa, banyak 

khilaf sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kepada 

semuanya dan mohon ampun kepada Allaw SWT, jika terdapat 

kesalahan penulisan, ejaan tata bahasa, dan kutipan daftar 

pustaka dan sumber –sumber pendapat ilmiah yang tidak relefan 

yang tidak kami sengaja.   Wallahualam Bissawab***   

 

Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh  

 

Metro, Senin 29 Mei 2023 

 

Hormat Kami  

 

 

Penulis  

Edi Ribut Harwanto   
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Sambutan 
 

  

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah SWT, 

semoga kita semua selalu dalam keberkahan,  ridha, lindungan 

dan karunianya sehat lahir dan batin sebagai wujud kemurahan 

rizki yang diberikan kepada kita semua.  Kedua kalinya, 

sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi 

Besar Muhammad SAW, semoga kita semua menjadi umatnya 

yang selalu terjaga iman dan Islam senantiasa menjaga 

ketaqwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kelak di yaumul 

qiyamah kelak kita mendapat safaat dari Rosulullah SAW 

sehingga kita akan mendapatkan kebahagian di akherat di surga-

surganya Allah yang kekal abadi.  

 Selanjutnya, saya atas nama Rektor Universitas 

Muhamadiyah Metro (UMM) patut bangga dan bersyukur atas 

terbitnya buku saudara Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., 

sebagai dosen Fakultas Hukum UMM, yang juga seorang 

praktisi hukum sebagai advokat. Sebagai wujud tangung jawab 

akademik melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan amanat UU No 15 Tahun 

2015 Tentang Guru dan Dosen. Tugas pokok seorang dosen 

adalah melaksanakan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. Yang dilakukan saudara Dr. 

Edi Ribut Harwanto,S.H. M.H., ini adalah sebagai realiasi 

kongret atas pelaksaan tangung jawab sebagai seorang 

akademisi, yaitu melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, melalui implementasi karya-karya ilmiah yang telah 

dipublish melalui penulisan buku be-ISBN. Ini adalah prestasi 

yang membangakan dan wujud kreatifias seorang dosen yang 
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perlu dicontoh bagi dosen pascasarjana Magister Hukum dan 

Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Metro (UMM). 

Usaha dan kerja keras dalam penulisan buku ber-ISBN ini kelak 

dapat sebagai syarat menuju jenjang akademik tertinggi sebagai 

Guru Besar (GB) profesor di masa depan. Lembaga mendorong 

agar saudara Edi Ribut Harwanto terus mengejar mencapai guru 

besar. Saya sangat mengapresiasi atas kerja keras dan 

kesunguhan saudara  Dr.Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., 

karena karya-karya ilmiah yang dihasilkan, sangat membantu 

lembaga khusunya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Metro untuk kepentingan peningkatan akreditasi lembaga 

menjadi lebih baik. Diharapkan para dosen-dosen lain di 

Fakultas Hukum dapat meniru kreatifitas ini dan paling tidak 

yang dilakukan saudara Edi sebagai penyemangat dan inspirasi 

bagi para dosen lainnya. Masing-masing dosen harus memiliki 

nilai dan keunggulan ilmu pengetahuan yang bisa bersaing di 

pasar bebas untuk baik secara nasional dan internasional. Karya 

ilmiah buku yang ke-12 Tahun 2023 saudara Dr. Edi Ribut 

Harwanto, S.H. M.H., berjudul “PEMBAHARUAN  SISTEM 

HUKUM  PIDANA MELALUI REKODIFIKASI-

DEMOKRATISASI-KONSOLIDASI-ADAPTASI DI 

DALAM KUHP NASIONAL”  nanti akan  dapat dibaca oleh 

para mahasiswa Fakultas Hukum, para dosen yang konsen pada 

jurusan hukum pidana, atau dosen di luar hukum dapat 

membaca untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan baik 

dari dalam maupun dari luar kampus. Karena, di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Metro telah disediakan buku-buku 

karya saudara Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.,. Selamat dan 

sukses saya ucapkan kepada saudara Dr. Edi Ribut Harwanto 

S.H., M.H., semoga kedepan dapat menghasilkan karya-karya 

ilmiah yang lebih baik dan terus berkarir dan meningkatkan 

jenjang akademik sampai menuju guru besar penuh.  Demikian 

sambutan ini saya sampaikan, semoga Allah SWT selalu 

meridhai segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemaslahatan 
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umat menebar ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai 

profetis, profesional modern dan mencerahkan. 

 

Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh  

 

Metro,  Senin 29 Mei 2023 

 

Hormat Kami 

 

 

Rektor UMM   

Dr. Nyoto Suseno, M.Si.  
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BAB 1 
 

 

 

 

 

A. PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM 

KERANGKA HUKUM YANG BERKEADILAN 

BERDASARKAN KULTUR HUKUM INDONESIA 

Penegakan hukum pidana akhir-akhir ini menyisakan 

tanda tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat termasuk 

pelaku, hal ini disebabkan karena adanya disparitas yang sangat 

mencolok dalam penerapan hukum pidana melalui lembaga 

peradilan, baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun 

dalam tahap eksekusi. Beberapa kasus yang dirasakan janggal 

adalah kasus-kasus pencurian yang secara ekonomis tidak 

memiliki nilai sama sekali dan berbanding terbalik dengan 

penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, misalnya 

kasus pencurian tiga buah kakau  kasus pencurian kapuk seharga 

puluhan ribu rupiah atau kasus pencurian satu buah semangka 

yang terancam hukuman 5 (lima) tahun Penjara.  Hal ini berbeda 

dengan kasus-kasus korupsi yang menghilangkan triliunan 

rupiah uang rakyat yang penanganannya sangat lamban, atau 

kasus pencurian dan penjualan barang bukti Narkoba yang 

melibatkan para penegak hukum, yang tentu nilainya secara 

ekonomis lebih tinggi dari para pelaku pencurian semangka, 

kakau atau kapuk tersebut. Bagaimana mungkin pelaku 
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pencurian dan penjualan barang bukti 300 ekstasi, di mana 

penegak hukum di vonis dengan pidana kurungan 6 bulan 

sampai 1 tahun, sedangkan sopirnya vonis 4 tahun penjara. 

Hakim berpendirian putusan ini demi rasa keadilan berdasarkan 

pengabdian penegak hukum yang bersangkutan terhadap negara. 

Tampaknya keadilan yang dipakai adalah keadilan distributif. 

Tentu putusan ini akan melukai rasa keadilan bagi masyarakat.  

Betul bahwa, pencurian merupakan tidak pidana yang 

menekankan pada perbuatan, atau yang disebut dengan delik 

formil, yaitu delik yang menekankan pada perbuatan yang 

dilarang, bukan sebagai delik materil atau delik yang 

menekankan pada akibat yang dilarang, (C.S.T Kansil & 

Christine S.T. Kansil, 2004:34). Namun demikian, dengan 

mendasarkan pada rumusan hukum pidana yang pada 

hakikatnya lebih menekankan pada aspek kepastian hukum 

semata, yang kemudian dipersempit lagi menjadi kepastian 

undang-undang akan memberikan dampak yang tidak maksimal 

bagi tujuan pemidanaan. Padahal tujuan pemidanaan pada 

perkembangannya bukanlah merupakan ajang balas dendam, 

tetapi lebih pada pencegahan baik secara khusus maupun secara 

umum. Tapi, apakah sebuah putusan berdasarkan kepastian 

hukum tersebut harus mengoyak rasa keadilan, yang seharusnya 

menjelma pada setiap penegakan hukum. 

Selain hal tersebut di atas, perlu kiranya juga diperhatikan 

apakah kepastian hukum itu sama dengan kepastian undang-

undang, yang pada inti hakikatnya kepastian undang-undang 

merupakan realitas dari pemikiran yang lahir dari paham 

legisme, yang sesungguhnya sudah ditinggalkan. Di mana 

paham legisme ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa 

tidak ada hukum selain apa yang dituliskan dalam undang-

undang. Jadi paham ini telah menafikan keadilan substantif atau 

keadilan materil. Jika demikian halnya, apakah kepastian hukum 

merupakan hal yang harus diutamakan dibanding keadilan? apa 
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yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan dengan 

menggunakan hukum pidana?  Tulisan didalam buku ini hendak 

melihat persoalan-persoalan penegakan hukum pidana dari 

perspektif tujuan penegakan hukum, yang berlandaskan rasa 

keadilan berdasarkan kultur hukum Indonesia dengan 

penelusuran dari sisi teoritis yang sesuai dengan perkembangan 

hukum pidana, yang di dasarkan pada kebutuhan hukum bagi 

masyarakat. 

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan atau 

cita-cita yang jelas dan sangat terukur, yakni melindungi 

segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dengan 

melandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial. Tujuan atau cita-

cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 

(empat) yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum”. Melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti, 

melindungi dengan alat-alat hukum  dan alat kekuasaan yang 

ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau  tata tertib yang 

menjamin kesejahteraan moril dan materiil, fisik dan mental, 

melalui hukum yang berlaku, (M. Solly Lubis, 1985:24). 

Perlindungan terhadap bangsa dan tumpah darah dengan 

menggunakan alat-alat hukum dan kekuasaan tersebut, tentu 

melalui sebuah proses yang dinamakan penegakan hukum, dan 

tentu penegakan hukum tersebut melibatkan orang-orang 

sebagai penegak dan hukum yang harus ditegakkan. Dalam 

lingkup penegakan hukum ini serangkaian peraturan yang 

merupakan nilai-nilai abstrak dikonkretkan dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, (Satjipto Rahardjo, 2006:181). 

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat 

Putra Jaya dapat diartikan sebagai “perhatian dan penggarapan”, 
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baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-

sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan  melawan 

hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Dengan 

demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan 

sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum 

positif, (Nyoman Serikat Jaya Putra, 2008:52). Secara 

Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, (Soerjono 

Soekanto, 2002:3). Penjabaran penegakan hukum di atas, 

melibatkan hukum yakni “menyerasikan hubungan nilai-nilai di 

dalam kaidah-kaidah” dengan tujuan “kedamaian pergaulan 

hidup” yang pelaksanaannya tentu harus memperhatikan aspek 

keadilan, di mana keadilan tersebut bukanlah keadilan 

konseptual semata sebagaimana yang terumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan, yang biasanya ditunjukkan 

dengan frase “dipidana setinggi-tinginya”. Bahwa betul, secara 

konseptual syarat formil untuk mengkriminalisasikan suatu 

perbuatan harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul 

dalam pasal 1 KUHP, tetapi syarat materil pun harus ada karena 

perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat 

sebagai perbuatan yang tidak patut (Sudarto, 1990:43), tapi 

dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi penegak hukum harus 

betul-betul memperhatikan bagaimana perbuatan itu dilakukan 

dan apa tujuannya. Jadi dengan demikian harus diperhatikan 

bahwa penggunaan sanksi hukum pidana tidaklah boleh 

dilakukan secara sembarangan, kalau ini terjadi maka hukum 

pidana hanya akan menjadi pengancam utama bagi tercapainya 

ketertiban pergaulan hidup. Herbert L. Parker menyatakan, 

penggunaan sanksi pidana secara sembarang dan digunakan 
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secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu 

“pengancam yang utama”, (Barda Nawawi Arief, 2005:76).
1
 

Berkaitan dengan asas legalitas tersebut Dupont 

menjelaskan bahwa, Het legaliteitsbeginsel is een van de meest 

fundamentele beginselen van het strafrecht (asas legalitas adalah 

suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana), 

(Komariah Emong Sapardjaja, 2002:6). Namun demikian 

menurut  Komariah Emong Sapardjaja dengan asas legalitas, 

hukum pidana merupakan hukum undang-undang dalam 

pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis 

(hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi perumusan delik dalam 

ketentuan undang-undang dianut prinsip lex certa (Komariah 

Emong Sapardjaja, 2002:7), yaitu bahwa undang-undang harus 

dirumuskan secermat mungkin sehingga undang-undang 

tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang 

tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat, 

(D.Schaffmeister, et.al., 1995:4).  Sejalan  dengan hal ini perlu 

diingatkan kembali bahwa menurut Peters, pembatasan dan 

pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi 

yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis 

dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan 

“mengatur penguasa”, (Barda Nawawi Arief,2005:29). Untuk 

itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam 

menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak 

pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, 

dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat 

legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut 

diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di 

hadapan hukum sebagai cerminan keadilan. Dengan demikian 

penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip keadilan 

                                                           
1
 Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2008.  Hukum Responsif. Bandung, 

Nusamedia. Rahardjo, Satjipto, 2006, Ilmu Huku., Bandung, Citra Aditya 

Bakti. 
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distributif adalah tidak tepat, justru bagi para penegak hukum 

yang telah melanggar hukum mestinya dikenai sanksi yang lebih 

berat dengan pertimbangan telah mengetahui hukum dan 

seharusnya mereka menjadi contoh bagi masyarakat dalam 

menaati hukum.   

Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum 

mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan 

sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, 

kepastian dan  kemanfaatan sosial , apabila berbicara tentang 

penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang 

penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang  nota bene 

adalah abstrak tersebut, Satjipto Rahardjo,2009:12). 
2
 Doktrin 

positivistik, sebagaimana yang diajarkan oleh Hans Kelsen 

memang membedakan dengan tegas mengenai hukum dan 

keadilan, yang menurutnya hukum dan keadilan adalah dua 

konsep yang berbeda, (Hans Kelsen, 2009:6) di mana keadilan 

merupakan konsep sosial bukan konsep hukum, (Hans Kelsen, 

2009:7). Namun demikian dalam perkembangan hukum tidaklah 

dapat dipungkiri bahwa hukum perlu melakukan interaksi 

dengan kehidupan sosial, karena hukum pada hakikatnya 

tidaklah bebas nilai tapi sarat nilai.  Guna menemukan 

keterpaduan antara kedua konsep tersebut dalam proses 

penegakan hukum, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang 

dilandasi oleh konsep-konsep religi atau yang lebih dikenal 

dengan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan Yang 

Maha Esa, yang merupakan bagian dari kultur hukum Indonesia 

sebagaimana termaktub dalam Pancasila yang menjadi dasar 

hukum di Indonesia. Mengenai keterkaitan antara ilmu 

pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan Yang Maha Esa ini 

                                                           
2
 Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan 

Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata 

Hukum Indonesia, Jakarta, Bina Aksara. 
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Satjipto Rahardjo mengungkapkannya dengan sangat indah 

sekali bahwa, ilmu adalah forum untuk berburu kebenaran yang 

tidak akan bisa digenggamnya secara sempurna. Otak kecil 

manusia hanya bisa menemukan keping-keping kebenaran, 

sedangkan kebenaran sejati adalah milik Allah. Di sini ilmu 

pengetahuan dan religi bertemu, (Ahmad Gunawan, BS & 

Mu‟amar Ramadhan, 2006:6). 

Dunia religi pada hakikatnya telah memberikan nuansa 

bagaimana keadilan itu harus menjelma dalam praktik-praktik 

penegakan hukum. Perlu kiranya disampaikan bahwa dalam 

pandangan ajaran islam keadilan merupakan sarat penting dan 

utama bagi penegakan hukum, hal itu tercermin dalam Firman 

Allah “ hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 

kerabatmu, (Q.S. Anisa;135). Sedangkan dalam ayat yang lain 

Allah berfirman “hai orang-orang yang beriman, hendaklah 

kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-

kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, (Q.S. 

Alma‟idah:8). Untuk itulah, maka keterkaitan antara aspek 

pengetahuan dan religi menjadi sangat peting dalam memahami 

hukum yang berkeadilan, karena pada hakikatnya hukum 

tidaklah semata-mata apa yang tertuang dalam teks-teks hukum 

semata yang dikenal dengan asas legalitas, tetapi hukum juga 

dapat berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Untuk itulah diperlukan penemuan hukum, yang tentunya harus 

tersebut harus memiliki nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat, yang secara kultural nilai-nilai tersebut diakui 

kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Jadi keadilan itu 
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adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ke-

tuhanan Yang Maha Esa, yang pada tataran konkretnya prinsip 

mengadili dengan landasan “demi keadilan berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa” tidaklah sekedar sloganistik belaka. 

Penelusuran hukum dalam rangka menemukan hukum 

yang berkeadilan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat atau yang dapat disebut sebagai legalitas secara 

materil sesungguhnya memiliki landasan yang sangat jelas dan 

terukur, landasan tersebut menurut Barda Nawawi Arief terdiri 

atas empat landasan, yaitu: 

1. Landasan kebijakan legislatif yang keluar setelah 

kemerdekaan, misalnya dalam undang-undang Nomor 48 

Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana 

dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa  “hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat” dan dalam Pasal 50 ayat (1) “putusan 

pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan 

tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum 

tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

2. Landasan kesepakatan ilmiah dalam seminar-seminar 

nasional (lihat kesimpulan seminar Nasional I/1963, 

IV/1979, VI/1995, VIII/2003); 

3. Landasan sosiologis yang bertolak dari budaya hukum 

kekeluargaan; 

4. Landasan internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR 

yang menyebutkan dua dasar yang menyebutkan sumber 

hukum untuk menyatakan perbuatan (si pembuat ) dapat 

dipidana, yaitu; Ayat (1) berdasarkan undang-undang atau 

hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. 

Ayat (2) berdasarkan asas-asas hukum umum yang diakui 
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oleh masyarakat bangsa-bangsa, (Barda Nawawi Arief, 

2008:57). 

Pada Seminar Hukum Pidana yang pertama yang diadakan 

di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1963, misalnya dikatakan 

bahwa “selain hukum yang tertulis diakui hukum tak tertulis 

sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis 

Indonesia, (Bada Nawawi Arief, 2008:4), kemudian pada 

seminar ke enam yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 

25-29 Juni Tahun 1994 menyimpulkan bahwa : 

a. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang 

penting dalam kehidupan nasional; 

b. Belum adanya kriteria tentang hukum kebiasaan 

khususnya dalam penegakan hukum, mendorong 

terbentuknya sikap dan budaya hukum uang legiti yang 

cenderung mengindentikan hukum dengan undang-

undang; 

c. Masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk 

menghormati hukum kebiasaan sebagai sumber hukum, 

di samping peraturan perundang-undangan dan 

yurisprudensi. 

 

Penekanan terhadap hukum kebiasaan atau yuridis kultural 

tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 

Pancasila, menurut Soekarno sebagaimana dikutip oleh 

Suparman Usman bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari 

nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, 

(Suparman Usman, 2002:93) ini menunjukkan jika yuridis 

kultural tersebut bertentangan dengan Pancasila maka pada 

hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang 

diyakini oleh bangsa Indonesia, di mana sila pertama yaitu 

Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut A. Gunawan Setiardja 

pada hakikatnya mendasari sila-sila lainnya, Tuhan merupakan 

causa prima atau realitas yang tertinggi, (A. Gunawan Setiardja, 
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2007:13), bahkan menurut Zainuddin Ali, dengan susunan sila-

sila dalam Pancasila tersebut menunjukkan Pancasila sebagai 

dasar kerohanian negara republik Indonesia, (Zainuddin Ali, 

2008;105). 

Mengenai  penelusuran hukum yang hidup dalam 

masyarakat tersebut, Satjipto Rahardjo memberikan apresiasi 

dalam pernyataannya bahwa, Rusaklah negara hukum kita dan 

celakalah bangsa kita bila negara hukum sudah direduksi 

menjadi negara “undang-undang” dan lebih celaka lagi 

manakala ia kian merosot menjadi “negara prosedur. Apabila 

negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum 

sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka 

negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius dan Indonesia 

menjadi negara hukum kacangan, (Satjipto Rahardjo, 2008: 

121). Penelusuran hukum dalam menemukan hukum yang 

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kultur 

hukum Indonesia akan dapat mengatasi penggunaan hukum 

secara represif, Philipe Nonet dan Philip Selznick 

mengilustrasikan bahwa kekuasaan pemerintah dibilang represif 

apabila kekuasaan tersebut tidak memperhatikan orang-orang 

yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan  

tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau dengan 

mengingkari legitimasi mereka, sehingga mereka selalu dalam 

posisi yang rentan dan lemah, (Philipe Nonet dan Philip 

Selznick, 2008:33). 

Penanganan kasus-kasus yang dicontohkan di atas, 

menunjukkan kekuasaan penyidikan, penuntutan sampai pada 

kekuasaan putusan oleh pengadilan dengan hukum represif 

terdapat kaitan yang sangat erat, sehingga masyarakat selalu 

dalam posisi yang rentan dan lemah yang pada gilirannya akan 

membahayakan negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh 

karenanya tepatlah apabila Pasal 12 Konsep KUHP 2006 

meletakkan keadilan sebagai pilar utama dalam penjatuhan 



 

 

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 11 

sanksi, sebagaimana ditegaskan bahwa “dalam 

mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh 

mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. 

 

A.1. Penanggulangan Kejahatan  Dengan Menggunakan   

Hukum Pidana 

 

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan 

sesungguhnya mempunyai daya cegah atau penanggulangan 

baik secara khusus maupun secara umum. Secara khusus 

pencegahan tersebut ditujukan pada pelaku dengan 

mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan 

tindak pidana lagi dan terpidana memiliki perilaku yang baik da 

berguna bagi masyarakat. Pencegahan secara umum ditujukan 

pada anggota masyarakat pada umumnya, yaitu mempengaruhi 

tingkah laku masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan 

kejahatan,  (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:18). Khusus 

mengenai pencegahan yang bersifat umum, menurut Johannes 

Andenaes ada tiga pengaruh dalam pengertian “general 

Prevention”, yaitu: 

a. Pengaruh pencegahan‟ 

b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral; 

c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh 

pada hukum, (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 

1998:18).  

Namun demikian, terdapat persoalan yang sangat penting 

dalam penerapan hukum pidana dalam upaya melakukan 

pencegahan terhadap setiap bentuk kejahatan dalam masyarakat. 

Sebagai sebuah sistem dalam penegakan hukum maka terdapat 

tiga hal yang menurut Larence M. Friedman terdiri atas Struktur, 

Substansi dan Kultur,( Larence M. Friedman, 2009:17). Hal ini 

menunjukkan selain persoalan penegak hukumnya (strukturnya) 

juga harus dilihat substansinya, yaitu apakah KUHP kita cukup 
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memadai untuk mencegah kejahatan.  Pemikiran tersebut, yang 

seolah-olah sebagai sebuah keraguan dilandaskan pada KUHP 

kita yang bukan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai 

luhur bangsa Indonesia, yang menghendaki keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Moeljatno bahwa, 

asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana 

kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah 

Indonesia untuk bangsa Indonesia yang telah merdeka tanggal 

17 Agustus 1945 yang mempunyai kepribadian sendiri”, 

(Moeljanto, 1985:15). 

Persoalan-persoalan yang kemudian meragukan 

kemampuan KUHP dalam menanggulangi kejahatan secara 

berkeadilan juga pernah dilontarkan oleh John Kaplan, bahwa 

salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan ialah kondisi 

dari KUHP itu sendiri. Secara mudah dapat ditunjukkan, bahwa 

di kebanyakan negara sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-

delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan 

yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu 

penunjang utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para 

pelanggar yang kesalahannya sebanding, (Barda Nawawi Arief, 

2008:173). Guna mendorong kemampuan daya cegah yang lebih 

baik oleh KUHP dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu 

dilakukan perubahan atau pembaharuan terhadap KUHP, 

pembaharuan tersebut menurut Barda Nawawi Arief memiliki 

makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi 

hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, 

sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang 

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan 

penegakan hukum pidana pada hakikatnya ditempuh dengan 

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus 

pendekatan yang berorientasi pada nilai, (Barda Nawawi Arief, 
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2008:25). Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada 

hakikatnya: 

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk 

memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam 

rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 

2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk 

memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka 

perlindungan masyarakat. 

3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk 

mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam 

rangka menunjang tujuan nasional (yaitu “social defence” 

dan “social welfare”). 

4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali 

pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai 

sosiofilosofik, sosiopolitik dan sosiokultural yang 

melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan 

hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan 

(reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari  

hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan 

orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah, 

(Barda Nawawi Arief, 2005:3). Menariknya lagi bahwa,  

dunia internasional memandang pembaharuan hukum 

pidana merupakan hal yang harus dilakukan karena hukum 

pidana yang lahir dari rahim kolonial dapat menjadi 

penyebab kejahatan. Hal ini terungkap dalam kongres 

PBB mengenai “The Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders” yang diselenggarakan setiap lima 

tahun sekali, dalang kongres tersebut menyebutkan bahwa, 

sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa 

negara (terutama yang  berasal dari hukum asing semasa 

zaman kolonial) pada umumnya bersifat telah usang dan 

tidak adil serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan 

kenyataan, karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya 
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dan bahkan diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, dan 

tidak responsif dengan kebutuhan sosial masa kini. 

Kondisi ini menjadi faktor kontribusi terjadinya kejahatan, 

(Barda Nawawi Arief, 2005:9). 

 

Pembaharuan yang dilakukan perlu memperhatikan politik 

hukum pidana atau “strafrechtspolitiek” yang didefinisikan oleh 

A. Mulder sebagai garis kebijakan untuk menentukan: 

a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku 

perlu diubah atau diperbaharui; 

b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana. 

c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan 

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan, (Barda Nawawi 

Arief, 2008:23). 

 

Politik hukum menurut Sudarto adalah usaha untuk 

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu waktu, (Sudarto, 1977:159). 
3
 

Hal ini juga ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa, 

mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya 

mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu 

dibuat, di susun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan 

tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi 

kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan 

masyarakat, (Barda Nawawi Arief, 2007:7-8) Berkaitan dengan 

perubahan atau pembaharuan hukum yang bertujuan 

mensejahterakan masyarakat tidaklah terlepas dari upaya 

kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang 

sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri 

dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan  itu 

                                                           
3
 Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. Alumni. 
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diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana, (Sudarto, 

1977:39). Kriminalisasi tersebut menurut Sudarto harus 

memiliki kriteria: penggunaan hukum pidana harus 

memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu 

mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan 

spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka 

(penggunaan) hukum  pidan bertujuan untuk menanggulangi 

kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan 

penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan 

pengayoman  masyarakat perbuatan yang diusahakan untuk 

dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus 

merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan 

yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas 

warga masyarakat;  penggunaan hukum pidana harus pula 

memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”; penggunaan hukum 

pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan 

daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan 

sampai ada kelampauan beban tugas, (Barda Nawawi Arief, 

1998:161). 

 

Selaras dengan apa yang kemukakan oleh Sudarto tersebut 

menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi 

dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor kebijakan 

tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk: 

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam 

hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai; 

2. analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari; 

3. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu 

dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam 

pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; 

4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi 

yang berkaitan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-
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pengaruhnya yang sekunder, (Barda Nawawi Arief, 

1998:162). 

 

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka 

penanggulangan kejahatan menjadi sangat penting, karena 

kesalahan dalam substansi atau formulasi merupakan kesalahan 

yang sangat strategis bagi kesalahan dalam tahap-tahap 

berikutnya, menurut Barda Nawawi Arief bahwa, proses 

legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan 

pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “in 

abstracto”. Proses legislasi /formulasi ini merupakan tahap awal 

yang sangat strategis dari proses penegakan hukum”in 

concreto”. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap 

kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis 

yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “in 

concreto”, (Barda Nawawi Arief, 2008:25). Menyadari 

kelemahan-kelemahan KUHP yang ada saat ini, Konsep KUHP 

yang merupakan upaya pembaharuan telah mengupayakan 

beberapa hal yang baru, di samping melakukan perluasan 

terhadap asas legalitas secara formal yaitu asas legalitas materil 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konsep KUHP 2006 

yang memberikan ruang bagi diakuinya hukum tak tertulis 

sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara. 

Konsep juga memberikan ruang bagi modifikasi atau perubahan 

terhadap putusan hakim sekalipun sudah memiliki kekuatan 

hukum yang tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. 

Ketentuan Pasal 2 Konsep tersebut mirip dengan Pasal 1 (3) 

KUHP Korea yang menegaskan bhwa: “where a ststute is 

Changde Rafter a sentence imposed under it kupon a criminal 

conduct has becaome final, with the effect that such conduct no 

longer constitutes a crime, the execution of the punisment shall 

be remitted” Dalam pasal ini dikatakan bahwa “ Apabila suatu 

undang-undang berubah setelah pidana yang dijatuhkan 
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(berdasarkan Undang-undang itu) terhadap suatu perbuatan jahat 

berkekuatan tetap, dengan akibat bahwa perbuatan itu tidak lagi 

merupakan suatu kejahatan, maka pelaksanaan pidana itu akan 

dibatalkan/dihapuskan, (Barda Nawawi Arief, 2008:78). Pasal 1 

Ayat (3) KUHP Korea ini merupakan pengaturan tentang 

adanya suatu perubahan undang-undang karena adanya putusan 

pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, di mana suatu 

perbuatan yang menurut undang-undang yang lama yang 

dijadikan dasar putusan dianggap sebagai kejahatan, akan tetapi 

oleh undang-undang yang baru perbuatan tersebut tidak lagi 

dianggap sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan, maka 

pelaksanaan atau eksekusi pidana itu dibatalkan atau 

dihapuskan.  Pasal 1 ayat (3) KUHP Korea tersebut 

menunjukkan bahwa Undang-undang Hukum Pidana Korea 

telah menganut aliran modern, di mana sanksi pidana 

berorientasi pada individualisasi pidana yang menitik beratkan 

pada perbaikan atau rehabilitasi, yang dalam hal ini mengadung 

asas modification of sanction, “the Alteration/ annulment/ 

revocation of sanction atau ide redetermining of punishment, 

(Barda Nawawi Arief, 2009:19).  Hal yang penting bahwa dalam 

konsep KUHP juga telah memberikan ruang agar dihindarinya 

putusan yang bersifat disparitas yang selama ini terjadi, yakni 

dengan menganut sistem pidana minimu khusus yang selama ini 

tidak dikenal dalam KUHP, hal ini didasarkan pada pokok 

pemikiran: 

a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat 

mencolok untuk delik-delik yang     secara hakiki berbeda 

kualitasnya; 

b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, 

khususnya bagi delik-delik yang dipandang 

membahayakan dan meresahkan masyarakat, (Barda 

Nawawi Arief, 2008:123). 
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Konsep KUHP juga dengan tegas merumuskan tujuan 

pemidanaan, yang selama ini dalam KUHP tidak dikenal, tujuan 

pemidanaan tersebut dalam Konsep KUHP 2006 dirumuskan 

bahwa: 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan 

berguna; 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan 

rasa damai dalam masyarakat; dan  

d. Membebaskan rasa bersalah terpidana. 

 

Agar Hakim dalam tugasnya benar-benar berlaku adil 

sesuai dengan aturan hukum, maka Konsep juga memberikan 

pedoman pemidanaan, yang terdiri dari: 

1. Pedoman yang bersifat umum untuk memberikan 

pengarahan pada hakim mengenai hal-hal apa yang 

sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. 

2. Pedoman yang bersifat khusus untuk memberikan 

pengarahan kepada hakim dalam memilih atau 

menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu. 

3. Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem 

perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam 

perumusan delik, (Barda Nawawi Arief, 2008:138). 
4
 

 

Dirumuskannya tujuan  dan pedoman pemidanaan ini 

dalam Konsep KUHP menurut Barda Nawawi Arief didasarkan 

pada pokok pemikiran bahwa : 

                                                           
4
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana 

( Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia),Semarang, Badan 

Penerbit Undip. 
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1. sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem 

yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/sarana 

untuk mencapai tujuan; 

2. “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) 

dari keseluruhan sistem  pemidanaan (sistem hukum 

pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem 

“tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana, dan 

“pidana”; 

3. perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan 

sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus 

memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, 

motofasi, dan justifikasi pemidanaan; 

4. dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan 

merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap 

“formulasi‟ (kebijakan legislatif),, tahap “aplikasi” 

(kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” 

(kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar 

ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu 

sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan 

perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, (Barda 

Nawawi Arief, 2009:3-4). 

 

Melalui pembaharuan hukum pidana dengan melandaskan 

pada akar budaya bangsa Indonesia, diharapkan keadilan akan 

dapat menjelma pada setiap proses penegakan hukum pidana di 

Indonesia. Dengan pembaharuan itu pula, diharapkan hukum 

pidana kita bukan merupakan hukum pidana kolonial yang 

berselimut dan berwajah Indonesia yang dalam penerapannya 

sering kali mengiris-iris dan melakukan perlukaan terhadap rasa 

keadilan bagi masyarakat.  Hukum tidaklah semata-mata 

merupakan apa yang dirumuskan dalam undang-undang, tetapi 

meliputi apa yang tertulis atau yang tidak tertulis, dengan 

demikian harus dipahami bahwa kepastian hukum bukan hanya 
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sekedar kepastian undang-undang. Dengan mendasarkan pada 

kepastian hukum baik yang bersifat legalitas formal maupun 

legalitas materiel maka, suatu penegakan hukum akan dapat 

menemukan hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, yaitu 

keadilan merupakan elemen penting yang harus didahulukan 

daripada sekedar mendasarkan pada kepastian hukum belaka. 

Dalam penegakan hukum diperlukan ilmu pengetahuan dan 

religi sehingga dalam penerapannya, masyarakat benar-benar 

merasakan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, 

keadilan tersebut merupakan keadilan yang timbul dari kultur 

hukum Indonesia yang terbingkai dalam Pancasila. Dengan 

memahami hukum tak tertulis, terutama hukum ketuhanan, 

maka penerapan hukum akan tepat dan adil, karena hukum tak 

tertulis (hukum tuhan) merupakan landasan yang strategis bagi 

penerapan hukum tertulis. Hukum Tuhan merupakan landasan 

yang amat penting  yang tertuang dalam Pancasila yaitu  sila 

yang pertama, yang memiliki nilai-nilai kebenaran yang tak 

terbantahkan bagi bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum 

pidana yang diharapkan mampu menangulangi setiap bentuk 

kejahatan, akan memiliki kendala yang serius apabila hal 

tersebut tidak dilandaskan pada kultur hukum Indonesia, yang 

memiliki karakter yang kuat untuk menciptakan keadilan dengan 

melandaskan pada sila pertama Pancasila, yang merupakan 

kristalisasi nilai-nilai kebenaran bagi bangsa Indonesia, dan 

sebagai dasar kerohanian negara republik Indonesia. Substansi 

hukum (hukum pidana saat ini) sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga 

hukum pidana yang ada saat ini (KUHP) tidak memiliki daya 

cegah yang optimal bagi penanggulangan kejahatan baik 

pencegahan atau penanggulangan yang bersifat khusus maupun 

yang bersifat umum, bahkan oleh kongres PBB dikatakan bahwa 

hukum pidana yang ada sebagai hasil peninggalan kolonial 

sudah bersifat telah usang dan tidak adil serta ketinggalan zaman 
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dan tidak sesuai dengan kenyataan bahkan menjadi faktor 

pendorong timbulnya kejahatan. Oleh karena itu pembaharuan 

hukum merupakan hal yang harus dilakukan. Pembaharuan 

hukum tersebut harus memperhatikan akar budaya bangsa 

Indonesia sehingga hukum pidana Indonesia bukan hukum 

kolonial yang berselimut dan berwajah Indonesia. Dengan 

pembaharuan tersebut penggunaan hukum pidana dalam 

penanggulangan kejahatan akan memiliki daya cegah yang 

optimal. 

 

B.2. PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM KUHP      

NASIONAL  INDONESIA 

Cukup banyak masalah dan tantangan yang dihadapi 

bangsa Indonesia saat ini dalam upaya melakukan 

pembangunan nasional (BANGNAS dan khususnya di 

dalam masalah pembangunan hukum nasional 

(BANGKUMNAS). Dalam hal tersebut, diidentifikasikan 

dalam tiga masalah besar yang harus diperjatikan, yaitu : 
 

1. Masalah peningkatan kualitas penegakan hukum in 

concreto (masalah (“law enforcement”). 

2. Masalah pembangunan atau pembaharuan SHN (Sistem 

Hukum Nasional); dan 

3. Masalah perkembangan globalisasi yang multi 

kompleks, masalah internasio-nalisasi hukum, 

globalisasi atau transnasionalisasi kejahatan, 

dan  masalah hitech atau cyber crime yang terus 

berkembang. 

 

Ketiga masalah  tersebut itu dapat dibedakan, tapi sulit 

dipisah lepaskan karena ada saling keterkaitan erat. 

Masalah pembangunan Sistem Hukum Nasional 

(SHN/SISKUMNAS) atau masalah BANGKUMNAS 

yang menjadi topik dalam kuliah umum ini, bukanlah 
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masalah baru. Masalah ini sudah merupakan masalah 

umum yang sering/lama dibicarakan di berbagai forum 

seminar nasional (mungkin sebelum anda lahir). Namun 

tidak berarti merupakan ”masalah basi”, karena 

”pembaharuan/pembangunan hukum” pada hakikatnya 

merupakan ”pembaharuan/pembangunan yang berkelan-

jutan” (sustainable reform/sustainable development). Di 

dalam pembaharuan/ pembangunan hukum selalu terkait 

dengan ”perkembangan/pembangunan masyarakat  yang 

berkelanjutan” maupun ”perkembangam yang 

berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah dan 

perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/ konsepsi 

intelektual”. Jadi ”law reform” terkait erat dengan 

”sustainable society/development”, ”sustainable 

intellectual activity”,”sustainable intellectual 

phylosophy”, “sustainable intellectual conceptions/basic 

ideas”. Kajian terhadap masalah ini tentunya merupakan 

kajian yang “bergenerasi”. Ini berarti masalah 

pembaharuan/pembangunan hukum pada hakikatnya 

merupakan masalah yang harus terus menerus dikaji. 

Terlebih kajian ilmiah mengenai pembaharuan 

/pembangunan hukum nasional, tidak pernah secara 

nasional dima-sukkan sebagai kurikulum 

terstruktur/struktural, baik  dalam KURNAS (Kurikulum 

Nasional) maupun  KURTI (Kurikulum Inti). Kalaupun 

ada, sifatnya hanya sebagai kurikulum lokal atau hanya 

untuk bidang ilmu/konsentrasi tertentu.  Bertolak dari 

uraian di atas, saya sampaikan penghargaan (acungan 

jempol) kepada Program Magister Ilmu Hukum 

Pascasarjana UBH, yang memilih masalah besar 

“Pembangunan SISKUMNAS” sebagai topik dalam 

Kuliah Umum ini, walaupun topik ini tidak tercantum 

secara eksplisit dalam kurikulum terstruktur S2 Ilmu 
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Hukum, Program Pascasarjana UBH.  Sebagai suatu 

“masalah besar” yang memerlukan kajian bergenerasi, 

tidaklah  mungkin kuliah umum ini mengungkap semua 

permasalahan, terlebih sebenarnya  hampir semua 

permasalahan telah dibahas dalam berbagai seminar 

nasional. Namun setidak-tidaknya diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan/pelengkap untuk mata 

kuliah Politik Hukum atau sebagai bahan rangsangan 

pemikiran/renungan  “sekilas” untuk kajian lebih lanjut 

(yang lebih mendalam) oleh peserta program S2 dalam 

membuat tesis. Hal ini sangat diharapkan, karena salah 

satu ciri tesis S2 (bedanya dengan skripsi S1) lebih 

diharapkan membahas masalah-masalah prospektif ke 

depan  yaitu masalah  law reform and development dari 

pada sekedar masalah  law enformcement.  Terlebih 

Konvensi Hukum Nasional bulan Maret 2008 masih 

membicarakan masalah Grand Design sistem dan politik 

hukum nasional, dan di akhir rekomendasinya masih 

menegaskan : “perlu disusun Grand Design Sistem dan 

Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945 

sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagal 

landasan filosofisnya”.  Bukankah rekomendasi itu 

merupakan suatu tantangan yang ironis (terutama bagi 

Program Pascasarjana)? Sudah 64 tahun kita merdeka, 

namun “Grand Design Sistem dan Politik Hukum 

Nasional”-nya saja masih belum tersusun. Sekedar 

illustrasi, RKUHP yang sudah 45 tahun, dan disusun oleh 

beberapa generasi/angkatan (bahkan banyak yang sudah 

meninggal), dan akhirnya RUUKHP telah disahkan 

menjadi KUHP Nasional seperti tertuang didalam UU No 

1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional.  
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C.3.   Ruang Lingkup dan Sistematika Materi 

KURIKULUM 

Bertolak dari judul, sederetan pertanyaan bisa 

dimunculkan (lihat footnote). Namun dalam keterbatasan 

waktu, penulis akan membahas pada titik fokus  pada 

materi : 

1. Pengertian dan ruang lingkup pembangunan SHN. 

2. Pendekatan dan Strategi pembangunan SHN. 

3. Posisi dan peran PTH (Pendidikan Tinggi 

Hukum)  dalam BANGKUMNAS. 

Pilihan fokus materi ini didasarkan pada peran / fungsi 

PTH (termasuk program Pascasarjana) sebagai pusat 

”Geisteswissenschaft” (IP Kerokhanian / Kejiwaan), pusat 

ide/pemikiran konseptual, pusat pembaharuan, the center 

of jurisprudence; the center of  law science reform and 

development. Disamping alasan itu, pilihan topik ini 

dilandaskan juga  pada berbagai kesimpulan / rekomendasi 

Seminar / Konvensi Hukum Nasional yang sering 

menyata-kan, bahwa landasan konstitusional (UUD NRI 

‟45) dan landasan filosofis Pancasila perlu 

disusun/diimplementasikan dalam SHN dan Politik 

Hukum Nasional. Jadi kebanyakan baru sebatas 

“pernyataan/statement” sedangkan realisasi/implementasi-

nya masih belum begitu konkret atau setidak - tidaknya 

masih bermasalah. 

 

D.4.   Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan SHN 

1.  Pengertian Pengertian ”Pembangunan” 

Walaupun sudah berulang kali seminar hukum 

nasional diselenggarakan, namun tidak satupun 

dijumpai penjelasan tentang pengertian 

”Pembangunan” itu sendiri. Yang umumnya diungkap 

adalah masalah yang berkaitan dengan pembangunan 
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hukum nasionalnya itu sendiri (antara lain ruang 

lingkup/ bidang/program/tahapan pembangunan hukum 

nasionalnya). Jadi kata/istilah ”pembangunan” seolah-

olah sudah diterima begitu saja sebagai istilah umum. 

Namun dalam berbagai seminar terungkap, bahwa 

”pembangunan” sering diidentikkan atau terkait erat di 

dalamnya dengan berbagai istilah/masalah 

”pengembangan,  pembaharuan, reformasi, pembinaan, 

penataan, pemantapan kembali, peninjauan, evaluasi”. 

Jadi tercakup di dalamnya pengertian 

”development”,  ”reform”, ”renovation”, ”rebuild”, 

”reconstuction”, ”eva-luation/re-evaluation”. 

 

2.  Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Hukum 

Nasional (SHN/SIS-KUMNAS) 

Apabila dilihat dari sudut teoritik/konseptual tentang 

”sistem hukum”, maka SHN dapat dikatakan sebagai 

kesatuan dari berbagai sub-sistem nasional, yaitu 

”substansi hukum nasional”, ”struktur hukum 

nasional”, dan ”budaya hukum nasional”.Apabila SHN 

hanya dilihat sebagai substansi hukum, maka dapatlah 

dikatakan bahwa, SHN pada hakikatnya adalah Sistem 

Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, 

SHN-Pancasila adalah SHN yang berlandas-

kan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan PS, 

yaitu : berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” 

(bermoral religius); berorientasi pada nilai-nilai 

“Kemanusiaan” (humanistik); dan berorientasi pada 

nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; 

demokratik; berkeadilan sosial). Dengan demikian, 

sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak ber-

orientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) 

demikian, tidak dapat dikatakan sebagai SHN, 



 

26| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana 

walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia. Sangat 

tepatlah apabila Seminar Hukum Nasional ke-II/1968 

pernah menegaskan, bahwa : “UUD 1945 hanyalah 

boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelak-sanaan 

UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa 

Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan 

pengkhianatan terhadap Pancasila”. 

 

3. Ruang Lingkup Pembangunan SHN 

Ruang lingkup pembangunan Sistem Hukum 

Nasional (SHN)  dapat dilihat dari berbagai 

aspek/sudut. Apabila dilihat dari ruang lingkup SHN 

sebagaimana dikemukakan di atas,  maka pembangunan 

ruang lingkup SHN dapat mencakup pembangunan 

”substansial” (substansi hukum/legal substance), 

pembangunan ”struktural” (stuktur  hokum /legal 

structure), dan pembangunan ”kultural” (budaya 

hukum/legal culture). Kalau dilihat sebagai ”program 

pembangunan”, maka ruang lingkupnya bisa disebut 

dengan berbagai program yang terkait dengan bidang 

hukum. Dalam Lokakarya Bangkumnas Repelita VI 

(1994-1999), ketiga bidang/ ruang lingkup 

pembangunan SHN pernah dirinci sebagai berikut : 

1. Pembangunan ”perangkat hukum nasional” 

(maksudnya bidang substansi hukum, pen.) terdiri 

dari 14 sektor : (1) sektor HTN dan HAN; (2) sektor 

Hukum Tata Ruang; (3) sektor Hukum Bahari 

(Laut); (4) sektor Hukum Dirgantara; (5) sektor 

Hukum Kependudukan; (6) sektor Hukum 

Lingkungan; (7) sektor Hukum Kesehatan; (8) 

Hukum Kesejahteraan Sosial; (9) sektor Hukum 

Teknologi dan Informatika; (10) sektor Hukum 

Keluarga dan Waris; (11) sektor Hukum Ekonomi; 
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(12) sektor Hukum Pidana; (13) sektor Hukum 

Militer dan Bela Negara; dan (14) sektor Hukum 

Transnasional. 

2. Pembangunan ”tatanan hukum nasional” 

(maksudnya bidang struktur hukum, pen.) terdiri 

dari 5 sektor : (1) Sektor kelembagaan, administrasi 

dan manajemen lembaga-lembaga hukum; (2) Sektor 

mekanisme, proses dan prosedur; (3) sektor 

peningkatan koordinasi dan kerjasama nasional; (4) 

sektor peningkatan kerjasama regional & 

internasional; dan (5) sektor pengembangan sarana 

& prasarana pendukung pembangunan hukum. 

3. Pembangunan ”budaya hukum nasional” terdiri dari 

5 sektor : (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu 

Hukum Nasional; (2) Pembinaan Kesadaran hukum 

& perilaku taat hukum; (3) Pengembangan 

/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan 

informatika hukum; (4) Pengembangan dan 

pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan 

pembinaanpendidikan hukum. Catatan : Sub-3 di 

atas, dalam Renstra (Rencana Strategik) 

pembangunan  hukum nasional Repelita VI, 

disederhanakan menjadi 3 bidang : 

1. Cita hukum, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum 

Nasional; 

2. Pranata Hukum dan Lembaga Hukum; 

3. Perilaku Hukum pemerintah dan masyarakat. 

 

E.5.   Pendekatan dan Strategi Pembangunan SHN 

 Kalau bertolak dari ketiga nilai/pilar keseimbangan PS, 

maka pendekatan yan seyogyanya ditempuh dalam 

membangun SHN-Pancasila, adalah : 
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1. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Ketuhanan” 

(bermoral religius); 

2. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai“Kemanusiaan” 

(humanistik) ; dan 

3. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai 

“Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; 

berkeadilan sosial). 

Karena PS merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang 

fundamental, maka dapatlah ditegaskan bahwa strategi 

pembangunan SHN seharusnya berawal/dimulai dari 

“pembangunan kultural” (budaya hukum nasional), karena 

nilai-nilai PS inilah yang merupakan ruh/jiwa/nur/nilai-

dasar/ide-dasardari SHN. Pembangunan/pem-baharuan 

SHN pada hakikatnya berawal dari pembaharuan nilai/ide-

dasarnya. Sudahkah nilai-nilai kejiwaan itu 

terwujud/terimplementasi dalam pemba-ngunan SHN 

Indonesia? Kalau dalam rekomendasi Konvensi Hukum 

Nasional 2008 (lihat di atas) masih dinyatakan : “perlu 

disusun Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional 

dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan 

konstitusional dan Pancasila sebagal landasan 

filosofisnya”,  bukankah ini berarti, landasan filosofi PS 

masih belum terimplementasi atau setidaktidaknya masih 

belum terbangun/terbina dengan serius? Salah satu bidang 

pembangunan “budaya hukum nasional” yang 

diutamakan/ didahulukan menurut Renstra di atas, ialah 

sektor Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional. Strategi 

demikian sangat tepat, karena berdasarkan bangunan teori 

hukum menurut Meuwissen dapat diskemakan sbb. : (1) 

Filsafat Hukum (landasan dari keseluruhan teori hukum – 

berarti dalam arti luas); (2) Teori hukum (dalam arti 

sempit); dan (3) Ilmu Hukum.  Apabila teori Meuwissen 

itu diimplementasikan dalam membangun SHN Indonesia, 
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berarti harus dibangun terlebih dahulu (1) Filsafat Hukum 

Pancasila, kemudian (2) Teori Hukum PS; dan akhirnya 

terbangun (3) Ilmu Hukum PS (Ilmu Hukum Nasional). 

Ketiga hal inilah yang seharusnya dibangun/di-

kembangkan dalam SISKUMNAS. 

Masalah strategis ini belum terwujud secara 

menyeluruh dalam IHN Indonesia (Ilmu Hukum 

Nasional). Contoh konkret di bidang hukum pidana. 

Sampai saat ini, ilmu hukum pidana yang diajarkan masih 

bersumber/bertolak dari Ilmu Hukum Pidana yang 

berorientasi pada KUHP warisan zaman Belanda, karena 

RKUHP masih saja belum menjadi hukum pidana positif. 

Dirasakan janggal, apabila tujuannya membangun atau 

membina/mengembangkan SHN (termasuk sistem hukum 

pidana nasional), tetapi yang dipelajari/diajarkan terus 

menerus adalah ilmu hukum warisan zaman kolonial. 

 

F.6.   Posisi dan Peran PTH Dalam Membangun / 

Mengembangkan IHN (Ilmu Hukum  Nasional 

 

Membangun / mengembangkan / memperbaharui ilmu 

hukum nasional, terkait erat dengan peran dan tugas PTH 

(Pendidikan Tinggi Hukum). Tugas PTH tidak hanya 

menyelenggarakan “pendidikan hokum 

profesional” (“professional law education”) 

untuk  menghasilkan  sarjana hukum yang memiliki kemampuan 

akademik dan kemampuan  profesional (termasuk kemahiran / 

ketrampilan hukum) dalam  bidang  hukum positif, tetapi  

juga  dituntut  untuk mengemban “tugas keilmuan / 

konsepsional akademik” dan “tugas  nasional” 

dalam  melakukan upaya pengkajian dan pengembangan / 

pembaharuan ilmu hukum nasional. Kedua tugas PTH itu sesuai 

dengan penegasan Pasal 2 (1) PP No. 60/1999 : Tujuan 
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pendidikan tinggi adalah: Menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / 

atau profesional  yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / 

atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,  teknologi dan / 

atau kesenian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Inilah 

yang  merupakan tantangan bagi lembaga PTH di 

Indonesia.  Seberapa  jauh kegiatan FH dan Pascasarjana 

Hukum beserta seluruh civitas academicanya, dapat mendukung, 

mengisi atau memberikan sumbangan  konsep/wawasan baru 

bagi tersusunnya pembaharuan IHN, termasuk Ilmu Hukum 

Pidana Indonesia? Dalam salah satu bagian dari pidato 

pengukuhan saya (1994), pernah saya tegaskan : Dalam situasi 

sedang menghadapi masalah besar di bidang pembaharuan 

hukum pidana itu, sangatlah dirasakan janggal apabila di dalam 

pendidikan tinggi hukum tidak ada kajian khusus mengenai 

“pembaharuan hukum pidana”. Ini tidak berarti, bahwa selama 

ini  pendidikan tinggi hukum tidak terlibat sama sekali dalam 

masalah besar itu. Namun patut dicatat, bahwa kegiatan itu 

terkadang :  lebih bersifat individual, insidental/temporal, dan 

hasilnya tidak disusun kembali berdasarkan suatu kerangka teori 

atau sistematika ilmiah tertentu, untuk kemudian disajikan dan 

dikembangkan sebagai bahan pelajaran/kajian bagi para 

mahasiswa. Oleh karena itu mungkin tidak sedikit ide-ide 

pembaharuan/pengembangan hukum pidana yang tidak sampai 

kepada para mahasiswa.  Tidak sedikit bahan-bahan 

pembaharuan  hukum pidana hanya berhenti setelah seminar 

dan  kegiatan ilmiah lainnya itu selesai, karena para 

dosen/mahasiswa kembali terlibat dalam kesibukan dan 

kewajiban rutinnya yaitu mengajarkan/ mempelajari hukum 

pidana positif (yang berorientasi pada WvS/KUHP zaman 
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Belanda. Kajian  mengenai pembaharuan hukum 

dan  politik  hukum (termasuk pula kajian “pembaharuan hukum 

pidana” dan “kebijakan/politik hukum pidana”) merupakan 

tugas nasional yang melekat pada setiap pendidikan tinggi 

hukum sebagai suatu lembaga ilmiah. Oleh karena itu, kajian 

mengenai hal ini  seyogyanya distrukturkan atau dilembagakan. 

Kalau pada hakikatnya, pembaharuan/pembangunan 

hukum merupakan suatu“kegiatan berlanjut (sustainable 

activity)  atau merupakan “konsep berlanjut (sustainable 

concept/idea)”, bukankah wajar kalau kajian mengenai 

pembaharuan/pengembangan IHN (khususnya kajian tentang 

pembaharuan/ politik hukum pidana nasional) seharusnya 

distrukturkan dalam kurikulum nasional/kurikulum inti 

(KURNAS/KURTI)? Salah satu kesimpulanSeminar Hukum 

Nasional ke III/1974 di Surabaya, khususnya “Mengenai 

Pendidikan Hukum” pernah menegaskan antara lain : “Agar 

lembaga pendidikan hukum ….. menitikberatkan pada hal-hal 

yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan 

kemungkinan pembaharuan dan Pembinaan Hukum 

Nasional”. Dari uraian di atas  dapatlah ditegaskan, bahwa 

membangun/menata ulang pendidikan hukum nasional dan IHN 

memang sangat diperlukan karena : 

1. merupakan tuntutan/amanat nasional; 

2. merupakan bagian dari BANGNAS/BANGKUMNAS; 

3. merupakan bagian dari pembangunan SHN (Sistem 

Hukum Nasional); 

4. merupakan respon terhadap perkembangan nasional dan 

global; dan 

5. sesuai dengan hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai “ilmu 

normatif (Das Sollen)  

Mengenai masalah faktual (das Sein)”, yang tentunya 

harus mengalami perubahan apabila kondisi faktual dan ide 

konsepsional/ide-ide dasarnya berubah (nasional/global) Untuk 
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mempersiapkan/menyongsong “Generasi Baru Hukum 

Indonesia” (“Sarjana Hukum Indonesia Era Reformasi dan 

Era Digital”) atau untuk mempersiapkan “the lawyer of 

tomorrow” (meminjam istilah Nicholas J 

Gervassis dari University of Edinburgh sewaktu mengomentari 

buku Human Rights in the Digital Age, Edited by Mathias Klang 

and Andrew Murray. 

Pengembangan IHN terkait erat dengan pengertian dan 

hakikat “ilmu hukum” itu sendiri. Ilmu hukum pada 

hakikatnya    merupakan  “normatieve 

maatschappij  wetenschap”, yaitu “ilmu  normatif tentang 

hubungan  kemasyarakatan” atau “ilmu hubungan 

kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif”.  Secara singkat 

dapat dikatakan, bahwa ilmu hukum merupakan “ilmu normatif 

(das Sollen) tentang kenyataan (das Sein”), atau “ilmu 

kenyataan (das Sein) yang normatif”. Dengan demikian, kalau 

“hukum” dipandang  sebagai salah satu “institusi 

sosial/kemasyarakatan” (berupa  “norma” maupun “keajegan-

keajegan perilaku”) dalam mengatur/mempolakan dan 

memecahkan  masalah/kenyataan sosial,  maka ilmu hukum 

pada hakikatnya merupakan  ilmu yang berkaitan dengan 

konsep/ wawasan  (pandangan/ide-ide dasar) dalam mengatur 

dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan 

kemasyarakatan. Bertolak dari pengertian dan hakikat ilmu 

hukum yang demikian, maka dapatlah ditegaskan, bahwa ilmu 

hukum  pada dasarnya  adalah ilmu 

normatif  tentang  “konsep/wawasan kemanusiaan dan 

kemasyarakatan”. Dengan demikian  wajar-lah apabila kajian 

ilmu (sistem) hukum di suatu masyarakat mengandung 

karakteristik yang berbeda/berlainan karena didasarkan pada 

konsep/ide-dasar/wawasan yang berbeda (dilihat  dari sudut 

sosio-politik, sosio-filosofik  dan sosio kulturalnya). Bertolak 

dari pengertian dan hakikat yang demikian pula, maka masalah 
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besar dalam perkembangan ilmu hukum di 

Indonesia  ialah  masalah  perkembangan/ perubahan/pergeseran 

orientasi konsep/wawasan dari ilmu hukum sebelum 

kemerdekaan (ilmu hukum warisan penjajah) ke ilmu hukum 

setelah atau  dalam alam kemerdekaan. Dengan kata 

lain,  masalah besarnya terletak pada bagaimana 

membangun/mengembangkan “ILMU  HUKUM INDONESIA”. 

Inilah yang  merupakan  hakikat  dan tantangan kajian ilmu 

hukum di Indonesia. 

Kalau di atas dikemukakan, bahwa ilmu hukum pada 

hakikatnya merupakan ilmu normatif tentang “konsep/wawasan 

kemanusiaan dan kemasyarakatan”, maka dalam 

konteks  Indonesia, “Ilmu Hukum Indonesia/Nasional” 

(IHI/IHN) tentunya berarti “ilmu normatif tentang konsep 

kehidupan bermasyarakat (di) Indonesia”. Bila dikaitkan dengan 

istilah dalam  Pembukaan UUD‟45, dapatlah dikatakan, bahwa 

IHN adalah “ilmu normatif  tentang  konsep „berkehidupan 

kebangsaan  yang  bebas‟ di Indonesia”. Berkehidupan 

kebangsaan yang bebas mengandung aspek yang sangat luas, 

yaitu dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat/ 

berbangsa/bernegara (meliputi aspek “ipoleksosbud”).  Dengan 

demikian IHIN meliputi juga ilmu  normatif atau ilmu tentang 

“tatanan berkehidupan kebangsaan”  (di berbagai aspek 

“ipoleksosbud”). Apabila “tatanan berkehidupan kebangsaan” 

yang dicita-citakan bangsa Indo-nesia adalah tatanan 

berdasarkan Pancasila, maka Ilmu Hukum Indonesia adalah 

ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan 

Pancasila. Ini berarti membangun SHN pada hakikatnya 

membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada 

nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral-

religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan 

(persatuan/ke-pentingan umum), paradigma 

kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. Dapat 
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pula dikatakan secara singkat, bahwa Ilmu Hukum Nasional 

(Ilmu Hukum PS) adalah Ilmu Hk yg berorientasi pada tiga 

pilar/nilai keseimbangan PS, yaitu: 

1. IH bernilai/berpilar/berorientasi – Ketuhanan (bermoral 

religius); 

2. IH bernilai/berpilar/berorientasi – Kemanusiaan 

(humanistik) 

3. IH bernilai/berpilar/berorientasi – Kemasyarakatan 

(nasionalistik; demo-kratik; berkeadilan sosial). 

Ini berarti, Ilmu Hukum yang tidak berorientasi pada ke-3 

pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, BUKAN Ilmu Hkm 

Nasional. Mengingat uraian di atas, wajarlah apabila Prof. 

Moeljatno pernah menyatakan, bahwa “Dalam negara kita yang 

berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka 

tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang tidak 

dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”. Prof. 

Dr. Notohamidjojo pun sering menegaskan, bahwa  “tanggung 

jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, 

dan  “penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar 

pada conscientia” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih 

sayang antar sesama dsb). Dengan demikian tidak  ada 

“sekulerisasi” dalam pendidikan hukum dan ilmu hukum di 

Indonesia. 

 Di dalam rambu-rambu sistem hukum nasional jelas 

dinyatakan, hal-hal sbb. : 

1. Pasal 29 (1) UUD’45 : Negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 

2. Pasal. 3 (2) UU:4/2004 : Peradilan negara menerapkan 

dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila 

3. Pasal 4 (1) UU:4/2004 : Peradilan dilakukan “Demi 

Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”. 
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4. Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 : “Demi keadilan 

dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan 

berdasarkan alat bukti yang sah”. 

Dari berbagai ketentuan di ataspun jelas, pendidikan 

hukum dan ilmu hukum di Indonesia seharusnya tidak bersifat 

sekuler. Konsekuensinya, PTH dan IHN harus juga 

menggali/mengkaji ilmu  hukum ber-Ketuhanan YME. Apabila 

tidak, bagai-mana mungkin ketentuan yuridis-religius di atas 

dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Sangatlah ironis, 

dalam negara yang ber-Ketuhanan YME dan peradilannya 

dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”, 

tetapi mahasiswa hukum dan aparat penegak hukumnya hanya 

tahu tentang keadilan berdasarkan “tuntunan UU”, tetapi tidak 

tahu tentang keadilan berdasarkan “tuntunan Tuhan”. Di 

samping rambu-rambu nasional di atas, kesimpulan Seminar 

Hukum Nasional ke VI (1994) pernah menegaskan, bahwa : 

“Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas 

pemberian keadilan (the dispension of justice) yang lebih cocok 

dengan sistem hukum Pancasila”. Ini berarti PTH dan IHN harus 

menggali, mengkaji, dan mengajarkan kepada mahasiswa 

tentang apa itu “Keadilan Pancasila”.  Bukankah, seperti 

dikatakan Prof. Paul Scholten, Ilmu Hukum adalah juga “ilmu 

tentang keadilan”? Ini berarti Ilmu Hukum Indonesia, adalah 

“ilmu tentang Keadilan Pancasila”. Keadilan PS berarti 

keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan 

(humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik, dan 

berkeadilan sosial. Apa maknanya semua itu? PTH/IHN lah 

yang seharusnya melakukan kajian. Namun yang jelas, keadilan 

PS yang demikian itu, jelas bukan sekedar “keadilan formal” 

tetapi “keadilan substantif/materiel”. Patut kiranya dikaji 

keterkaitan antara asas Peradilan dilakukan “Demi Keadilan 

berdasarkan Ketuhanan YME” dengan asas “independensi 
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peradilan”. Kebebasan/kemerdekaan/independensi peradilan 

selama ini sering hanya diarti-kan sebagai kebebasan dari 

campur tangan/intervensi dari kekuasaan negara lainnya. 

Kenyataannya, adanya mafia peradilan menunjukkan tidak 

adanya ke-merdekaan praktek peradilan dari berbagai nafsu 

tercela/kotor. Hakikat/nilai substansial dari “kebebasan 

(independensi) peradilan” justru seharusnya bersumber dari 

keyakinan akan asas peradilan yang dilakukan “Demi Keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Kebebasan/kemerdekaan (independensi) substansial hanya ada 

pada orang yang merasa terikat/bergantung pada 

kekuasaan/tuntunan Ilahiah (transendental), bukan pada 

kekuasaan lain. Dengan menghayati/menjiwai hakikat keadilan 

berdasar tuntunan Tuhan, barulah orang (hakim) akan terbebas 

dari “nilai/kekuasaan subjektif” berupa hawa nafsu; kebencian 

golongan; ataupun hubungan kekerabatan 

(nepotisme/favoritisme). Inilah seharusnya yang menjadi 

karakteristik “independensi” Indonesia. Oleh karena itu, 

tuntunan/ilmu Ketuhanan itu harus diintegrasikan dalam 

PTH/IH Indonesia. Kalau tidak, maka wajarlah asas juridis-

religius (Demi Keadilan berda-sarkan Ketuhanan YME) hanya 

menjadi formalitas (sekedar “irah-irah”) putusan. Jadi hanya 

keadilan formal, bukan keadilan substantif/materiel. 

Renungan dan kajian mendalam tentang SHN/IHN 

Pancasila seyogyanya dikaji dan dikembangkan terus menerus 

sebagai upaya mencari alternatif/model lain dari sistem/ilmu 

hukum yang ada saat ini (minimal “model lain/baru” daripada 

warisan zaman Belanda). Hal ini perlu, karena ilmu dan praktek 

penegakan hukum saat ini  (tidak hanya di Indonesia) ternyata 

masih memprihatinkan dan dipandang tidak mampu mengatasi 

masalah sehingga banyak upaya/pemikiran untuk mencari 

“model/alternatif lain” (a.l. Prof. Satjipto menawarkan model 

hukum progresif; dan saya sedang mengembangkan model 
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konstruksi pemikiran hukum/penegakan hukum integral-

kontekstual). Di tingkat dunia pun, upaya mencari “model/ 

alternatif lain” inipun muncul karena ada 

ketidakpuasan/keresahan terhadap sistem yang ada. 

Ketidakpuasan ini terlihat antara lain dari pernyataan Habib Ur 

Rahman Khan (dalam makalah Workshop UNAFEI): “People 

are busy doing research, holding seminar, international 

conference and writing books, trying to understand crime and 

its causes in order to control it.  But the net result of all these 

efforts is to the contrary. Crime marches on” . Selanjutnya 

beliau mengungkapkan pemikirannya sebagai berikut : “I 

suggest that, just as in the 19th century attention was 

diverted  from the crime to its author – the criminal,  we 

should  go a step further and focus our attention, not  on the 

criminal, but on to its author – society. We will 

have        to  change  our socio-political and 

economic  system  that breeds criminals”. 

Dalam Kongres-kongres PBB ke-6/1980, ke-7/1985, ke-

10/2000,  perkembangan pemikiran upaya penanggulangan 

kejahatan sebagai produk masyarakat ini, memunculkan ide 

“penanggulangan kejahatan secara integral” dan menekankan 

pada upaya “penanggulangan kausatif” (yaitu menanggulangi 

sebab/kondisi). Dalam “Deklarasi Bangkok” (Bangkok 

Declaration), hasil Kongres PBB ke-11/2005, bahkan diajukan 

gagasan/model “Restorative Justice”. Model ini antara lain 

terwujud dalam bentuk “mediasi penal” (penal mediation) yang 

sering dinyatakan sebagai ”the third way” atau ”the third path” 

dalam upaya ”crime control and the criminal justice system” . 

Dikatakan sebagai “the third way/path” karena merupakan 

upaya alternatif dari gagasan/ide sebelumnya, yaitu ide/model 

“Retributive” dan “Rehabilitative”. Dengan mengungkapkan 

perkembangan dunia itu, saya ingin menegaskan bahwa dengan 

kajian yang mendalam dan terus menerus SHN/IHN Pancasila, 
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tidak mus-tahil “gagasan/model Indonesia” ini dapat ditawarkan 

ke dunia internasional sebagai model alternatif. Bertolak dari 

pandangan Prof. Moeljatno seperti dikemukakan di atas, bahwa 

“ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan 

adalah tidak lengkap”, maka IHN Pancasila yang seyogyanya 

dibangun adalah IHN ber-Ketuhanan. Artinya, IHN harus juga 

mengacu/menggali ilmu Ketuhanan, baik yang ada di berbagai 

ajaran agama maupun dari ayat-ayat/tanda-tanda/contoh ciptaan 

Tuhan di alam, sebagaimana halnya dengan “Biomimetika” 

(biomimetics), cabang baru ilmu pengetahuan yang mencoba 

meniru makhluk hidup (a new branch of science that seeks to 

imitate living things). Yaitu ilmu yang mempelajari rancangan 

di alam (hasil ciptaan/ilmu Allah), dan memecahkan masalah 

berdasarkan rancangan alam/Tuhan itu. Cabang ilmu 

pengetahuan ini telah secara luas diterapkan dalam dunia 

teknologi. Para begawan ilmu di bidang eksak (astronom; 

fisikawan; ahli matematika; ahli aero-dinamica; ahli bio-kimia; 

ahli bio-molekuler; biologiwan dsb.) telah lama mengakui 

kecanggihan ilmu tuhan. Ucapan Albert Einstein yang terkenal 

“Science without Religion is lame; Religion without scienceis 

blind” sering kita baca dalam berbagai literatur. Oleh karena itu, 

dalam membangun IHN patut kiranya direnungi : Apakah proses 

perjalanan panjang dari “perkembangan penelitian/kajian/ 

keilmuan/pemikiran” dari para Ilmuwan/Guru Besar itu begitu 

saja dapat diabaikan? Layakkah Ilmu/teori HP bersifat sekuler? 

Kalau ilmu “hukum” mengandung di dalamnya ilmu 

“mengatur/menata”, bukankah Ilmu Tuhan merupakan ilmu 

“Maha Mengatur”? Bagaimana menggali/membangun Ilmu HP 

yang tidak sekuler (yg religius) atau bagaimana membangun 

“BIOMIJURIDIKA” (seperti “Biomimetika”)? Semua bahan 
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renungan itu, merupakan bahan kajian/studi bagi PTH, 

khususnya program Pascasarjana Ilmu Hukum. 
5
 

BAB II 
 

 

 

 

B. PEMBAHARUAN  REKONSTRUKSI  PENDIDIKAN 

DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA 

DALAM KONTEKS WAWASAN NASIONAL DAN 

GLOBAL  

 Pendidikan Hukum Pidana Indonesia identik 

pemaknaanya dengan pembenahan pendidikan hukum pidana 

menghadapi era global demikian diungkapkan Nawawi Arief. 

Pembenahan mengandung makna evaluasi, reevaluasi, penataan 

ulang, pembaharuan, atau reformasi/rekonstruksi. Dalam bidang 

pendidikan tinggi hukum (PTH), yang dibenahi tentunya tidak 

hanya masalah yang terkait dengan “pendidikan ilmu hukum 

pidana” (criminal science education), tetapi juga yang terkait 

dengan masalah “pengembangan ilmu hukum pidana” (criminal 

science reform and development). Hal ini sesuai dengan tujuan 

Pendidikan Tinggi dalam Psl. 2 PP No. 6/1999, yang di 

dalamnya mengandung dua tujuan, yaitu “tujuan mendidik” 

(ayat 1a) dan “tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan” (ayat 

1b). Dengan demikian tugas PTH tidak hanya 

                                                           
5
 Barda Nawawi Arief, Meteri Bahan Ajar PDIH UNDIP-Semarang, 

Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, 2009  
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menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” 

(“professional law education”), tetapi juga  dituntut  untuk 

mengemban tugas keilmuan/konseptual akademik/tugas nasional 

dalam  melakukan “pengembangan/pembaharuan ilmu hukum 

nasional” (termasuk pembaharuan ilmu hukum pidana nasional). 

Pembenahan ilmu hukum pidana yang perlu dikaji, tentunya 

tidak hanya terkait dengan perkembangan global, tetapi juga 

terkait dengan konteks nasional, baik dalam konteks 

BANGKUMNAS maupun khususnya menghadapi masalah 

pembaharuan hukum pidana nasional. Kedua konteks 

perkembangan ini (nasional & global) selayaknya dikaji 

bersama/sekaligus, karena keduanya sangat terkait. 

Tinjauan/pembenahan secara parsial, akan dirasakan timpang. 

Lagi pula, “pembenahan masalah pendidikan/ilmu hukum 

pidana” merupakan kesempatan yang jarang terjadi dan 

merupakan “topik langka” dalam sebuah seminar hukum 

(pidana). 

 

B.1. Pendidikan / Ilmu Hukum Pidana dan Masalah / 

Tantangan Nasional & Global 

Masalah pembangunan hukum nasional 

(BANGKUMNAS) jelas merupakan masalah dan sekaligus 

tantangan yang juga harus dihadapi oleh dunia pendidikan 

hukum pidana. BANGKUMNAS menghadapi dua masalah / 

tantangan besar, intern dan extern. Masalah internal yang 

utama, masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan 

belum mantap/belum tuntasnya pembaharuan atau pembangunan 

sistem hukum nasional, khususnya pembangunan Sistem Hukum 

Pidana Nasional (SHPN). Masalah yang dihadapi dalam 

penegakan hukum, tidak hanya masalah penegakan hukum in 

concreto (“law enforcement”), tetapi juga masalah penegakan 

hukum in abstracto (“law making and law reform”). Sementara 

itu, masalah yang dihadapi dalam pembangunan SHPN : tidak 
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hanya masalah pembangunan/pembaharuan substansi hukum 

pidana (“criminal substance reform”) dan struktur hukum 

pidana (“criminal structure reform”), tetapi juga masalah 

budaya hukum pidananya, terutama masalah pembaharuan 

ilmu dan pendidikan hukum pidananya (“criminal science 

and education reform”).
6
 Masalah eksternal, menghadapi 

perkembangan globalisasi yang multi kompleks (di bidang 

Iptek,  ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, ideologi, 

komunikasi, informasi dsb.). Internasionalisasi hukum (pidana), 

globalisasi/ transnasionalisasi kejahatan, dan bahkan masalah 

hitech/cyber crime terus berkembang. Hal ini tentunya 

merupakan tantangan tersendiri yang sepatutnya dikaji dalam 

kebijakan BANGNAS, BANGKUMNAS, dan khususnya kebi-

jakan pembaharuan dan pengembangan pendidikan/ilmu hukum 

pidana nasional. Dari berbagai laporan kongres PBB dan 

pertemuan internasional sering diungkapkan, bahwa fenomena 

kejahatan secara global sudah merupakan ancaman yang cukup 

serius bagi tujuan pembangunan  nasional/ pembangunan 

bangsa-bangsa di dunia dan merongrong kualitas lingkungan 

hidup. Bahkan di bidang cyber/hitech crime yang terkait dengan 

eksploitasi seksual, ada pendapat dari Prof. Donna Hughes, 

bahwa telah terjadi “a global human rights crisis”
7
  Kedua 

masalah/tantangan besar BANGKUMNAS itu, jelas merupakan 

salah satu alasan perlunya dilakukan 

“pembaharuan/rekonstruksi” Pendidikan Hukum Pidana 

Indonesia (PHPI) dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana 

Indonesia (IHPI). Secara singkat  dapatlah ditegaskan, bahwa 

pembaharuan/rekonstruksi PHPI dan pengembangan 

IHPI  memang sangat diperlukan karena : 

                                                           
6
 Dalam Seminar dan Lokakarya BANGKUMNAS Repelita VI, 

pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Nasional 

dimasukkan dalam jalur/program pembangunan “budaya hukum nasional”. 
7
 Bela Bonita Chatterjee, Pixels, Pimps and Prostitutes: Human Rights and 

the Cyber Sex Trade, Sumber Internet. 
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1. merupakan tuntutan/amanat nasional; 

2. merupakan bagian dari BANGNAS/BANGKUMNAS; 

3. merupakan bagian dari pembangunan SHN (Sistem 

Hukum Nasional); 

4. merupakan bagian dari pembangunan SHPN (Sistem 

Hukum Pidana Nasional) 

5. merupakan respon terhadap perkembangan nasional 

dan global; dan  

6. sesuai dengan hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai 

“ilmu normatif (das Sollen) mengenai masalah faktual 

(das Sein)”, yang tentunya harus mengalami perubahan 

apabila kondisi faktual dan ide konsepsional/ide-ide 

dasarnya berubah (nasional/global); 

7. Untuk mempersiapkan/menyongsong “Generasi Baru 

Hukum Pidana Indo-nesia” (“Sarjana Hukum 

Indonesia Era Reformasi dan Era Digital”) atau 

untuk mempersiapkan “the lawyer of tomorrow” 

(meminjam istilah Nicholas J Gervassis dari University 

of Edinburgh sewaktu mengomentari buku Human 

Rights in the Digital Age, Edited by Mathias Klang and 

Andrew Murray
8
. 

Pembaharuan / rekonstruksi PHPI dan pengembangan 

IHPI dapat ditempuh atau direspon melalui kurikulum program 

pendidikan hukum pidana dan aktivitas/ program “Bagian 

Hukum” (kelompok dosen HP & Kriminologi di PTH); bahkan 

dapat melalui berbagai program ASPEHUPIKI (karena pada 

dasarnya Aspehupiki merupakan kumpulan dari berbagai Bagian 

HP). 

 

B.2.  Program (Ruang Lingkup) Pembaharuan/Rekonstruksi 

Pendidikan dan Ilmu Hukum Pidana Indonesia  

                                                           
8
 http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/SCRIPT-ed/vol2-4/ng_review.asp 

http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/SCRIPT-ed/vol2-4/ng_review.asp
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Strategi pembaharuan Pendidikan dan pengembangan 

Ilmu Hukum Pidana Indonesia, terkait erat dengan 

“masalah/tantangan yang dihadapi” dan juga dengan 

“tujuannya”. Berdasarkan uraian di atas, hubungan ketiga 

variabel itu dapat digambarkan secara singkat sebagai 

berikut : 

Identifikasi Masalah Tujuan 

PENDIDIKAN HP 

Strategi Pendidikan 

& 

Pengembangan IHP 

Masalah Internal : 

1. masih rendahnya 

kualitas penegakan 

hukum (pidana) – 

masalah “law enfor-

cement”; 

2. belum mantap/belum 

tuntasnya pembaha-

ruan atau pemba-

ngunan Sistem 

Hukum Pidana 

Nasional (SHPN) – 

masalah “law reform 

& development”; 

1. Meningkatkan 

Kua-litas 

Penegakan HP 

(in concreto dan 

in abstracto) 

2. memenuhi 

kebutuhan 

pembaharuan 

/pembangunan 

sistem HP 

Nasional 

(National CL 

reform & 

development) - 

1. Meningkatkan/me-

ngembangkan 

Ilmu HP Positif – 

ilmu ius 

constitutum; 

(inklusif Ilmu HP 

Adat) 

2. Membangun/meng

em-bangkan Ilmu 

HP Nasional 

(ilmu ttg 

Kebijakan/Pemb

a-haruan HP – 

Penal Policy/ 

Penal Reform) – 

ilmu ius 

constituendum; 

(inklusif Ilmu HP 

Adat) 
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Masalah eksternal : 

1. Globalisasi/transnasio

-nalisasi kejahatan, 

Internasionalisasi 

hukum (pidana),  dan 

perkembangan 

hitech/cyber cri 

 memperluas 

wawasan 

global/komparas 

 Mengembangkan 

Ilmu HP Global/ 

Internasional/ 

Perbandingan 

HP; (inklusif Ilmu 

HP Adat) 

 

Apabila “pendidikan HP” diartikan sebagai 

“pendidikan/kajian ILMU HP normatif”, maka ruang 

lingkup/jenis-jenis “Ilmu HP normatif” berkaitan erat dengan 

jenis-jenis HP yang dikaji (HP sebagai objek kajian). Dengan 

demikian, maka ruang lingkup dari Ilmu HP (normatif) dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

jenis hk. pidana 

(Objek kajian) 

jenis (nama) 

ilmu hp normatif 

keterangan 

 HP positif (ius 

consti-tutum) 

1. Ilmu HP 

(positif) 

Pengertian 

“normatif” (yg 

seharusnya) dpt. 

diartikan : 

 Secara sempit 

: hanya No. 1 

(HP positif) : 

 Secara luas : 

meliputi No. 1 

s/d 4. 

 HP yad. (ius 

constitu-endum. 

2. Politik HP 

(penal policy) 

 HP Asing (ius 

comperandum; 

hk yg menjadi 

objek kajian 

perban-dingan) 

3. Perbandingan 

HP 

 HP Adat (tidak 

tertulis) 

4. Hk. Pidana 

Adat 

 

Keempat jenis/ruang lingkup Ilmu HP (normatif) 

seharusnya menjadi objek kajian/ mata kuliah yang dipelajari 

dalam lembaga PTH (Pendidikan Tinggi Hukum). Namun dalam 
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kenyataannya, hanya Ilmu HP positif (No. 1) yang dijadikan 

kurikulum utama (wajib untuk semua mahasiswa). Hal ini 

menunjukkan, bahwa kajian ilmu HP di Indonesia selama ini 

(termasuk juga program Pascasarjana di luar bidang kajian HP) 

masih lebih terfokus/berorientasi pada hukum positif (“positive 

law oriented”) untuk memenuhi “law enfocement”; kurang 

berorientasi pada kajian pembaharuan/pengembangan hukum 

(“law reform and development oriented”) yang memerlukan 

juga “comparative law and global trend oriented”. Jadi tidak 

berbeda dengan kajian ilmu hukum di zaman Belanda. Hal ini 

tentunya merupakan salah satu kelemahan/ kekurangan paling 

strategis dalam kajian Ilmu Hukum (pidana) di Indonesia, 

karena hanya mengkaji “ilmu norma (hukum positif)” dan 

“ilmu  untuk menerapkan norma positif”; bukan “ilmu (tentang) 

nilai/konsep” atau “ilmu untuk  membuat/merancang bangun 

hukum (pidana) nasional”. Dilihat dari kebutuhan dan 

perkembangan saat ini (terutama dalam rangka 

BANGKUMNAS) ,  kajian/ilmu hukum seyogyanya tidak hanya 

terfokus pada Ilmu Hukum Positif (ilmu menerapkan hukum), 

tetapi juga diperlukan ilmu “membuat/memperba-harui hukum”, 

khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Ilmu/Hukum 

Nasio-nal (di bidang hukum pidana berkaitan dengan kajian 

“penal policy” dan “penal reform”) dan pengembangan kajian 

Perbandingan Hukum dari berbagai sistem/keluarga hukum 

(termasuk keluarga hukum tradisional/hukum adat) maupun dari 

berbagai dokumen internasional/global. Resume : Dilihat dari 

kebutuhan dan perkembangan saat ini : Struktur 

KURNAS/KURTI ilmu hukum pidana seyogyanya : tidak hanya 

“positive law (ius constitutum) oriented”, tetapi juga “law 

reform and development oriented” dan “comparative law (ius 

comperandum) and global trend oriented”. Pembaharuan / 

rekonstruksi / pengembangan Ilmu HP seyogyanya meliputi :  

Pembaharuan / rekonstruksi (pengembangan) Ilmu HP Positif; 
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Pengembangan Ilmu HP Nasional (Politik / Pembaharuan HP); 

Pengembangan Ilmu HP Global /HP Internasional/Perbandingan 

HP. 

 

 

 

B.3. Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan Ilmu Hukum 

Pidana Indonesia dalam Konteks Wawasan Nasional 

(BANGKUMNAS/SISKUMNAS) 

 

Banyak hal yang terkait dengan masalah “pembenahan 

pendidikan HP Indonesia”. Tidak hanya “kurikulum”-nya 

(seperti diuraikan di atas), tetapi juga materi/substansi 

(silabi)nya, dosen dan metodenya, ilmu/teori dan konstruksi 

berpikir hukumnya dsb. Terlebih apabila diarahkan atau 

ditekankan pada makna pendidikan hukum pidana “Indonesia”, 

bukan pendidikan/kajian (ilmu) HP positif yang sebagian besar 

masih berorientasi pada ilmu dan HP warisan Belanda. Kalau 

“hukum pidana” diartikan sebagai “sistem hukum pidana”, 

berarti pendidikan Hukum Pidana Indonesia (HPI) adalah 

pendidikan/kajian “Sistem HPI”. Ini berarti 

pembaharuan/rekonstruksi pendidikan HPI harusnya mencakup 

rekonstruksi “substansi HPI”, “struktur HPI”, dan “budaya 

HPI”. Yang dimaksud dengan “budaya hukum” (legal culture) 

dalam konteks pendidikan HPI, tentunya lebih terfokus pada 

“criminal science”, khususnya “Ilmu HP Nasional/Indonesia”. 

Uraian singkat di atas ingin menegaskan, bahwa rekonstruksi 

pendidikan HPI tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan 

BANGKUMNAS, khususnya dengan pembangunan Sistem HP 

Nasional. Kalau pembangunan (reformasi/rekonstruksi) SHN 

difokus-kan pada masalah “legal substance” dan “legal 

culture/legal science”, maka ada dua rekonstruksi besar yang 

dihadapi, yaitu “rekonstruksi SHN (Sistem/substansi Hukum 
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Nasional)” dan “rekonstruksi IHN (Ilmu Hukum Nasional)”. 

Yang pertama dapat disebut “rekonstruksi substansial”, dan 

yang kedua “rekonstruksi konseptual/keil-muan/pemikiran 

hukum”. Keduanya saling terkait erat. Rekonstruksi SHN dan 

rekonstruksi IHN di bidang hukum pidana saat ini sedang 

dirintis, yaitu dengan adanya Konsep RUU KUHP. Ini berarti, 

pendidikan HPI juga seyogyanya ikut mengkaji dan memberikan 

kontribusi bagi terbentuknya Sistem HP Nasional dan Ilmu HP 

Nasional. Setidak-tidaknya diikuti dan dikaji terus menerus oleh 

Bagian HP (kelompok dosen HP di FH). Dalam kenyataannya, 

tidak sedikit dosen yang tergabung dalam Bagian HP tidak 

memahami perkembangan/pembaharuan  Konsep KUHP 

(Sistem HP Nasional dan Ilmu HP Nasional) karena ybs. 

terbenam dalam tugas rutinitasnya, yaitu menjalankan “fungsi 

mendidik mahasiswa”; sehingga fungsi “mengembangkan Ilmu 

HP Nasional” agak terabaikan. Apabila Bagian HP (Aspehupiki) 

dapat mengefektifkan fungsinya sebagai “Pusat Kajian Ilmiah; 

Pusat Ide/pemikiran konseptual; criminal science reform & 

development center; Bagian integral dari BANGKUMNAS dan 

BANGNAS”, tidak mustahil ada Konsep R-KUHP versi 

Aspehupiki. Bahkan lebih luas lagi, Aspehupiki dapat 

menawarkan Rekonstruksi Rancang Bangun Sistem HP 

Nasional yang menyeluruh (substansi/ struktur/budaya/ ilmu 

HP Nasional). Dari uraian di atas, dapatlah ditegaskan bahwa 

pembaharuan pendidikan HPI mengandung di dalamnya 

pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran hukum (konsep, ide 

dasar, asas, teori, konstruksi berpikir juridis) dalam konteks 

BANGNAS/BANGKUMNAS. Rekonstruksi/pembaharuan 

pemikiran hukum di bidang hukum pidana, dapat dilihat dari 

beberapa sisi : 

 

1. dari aspek/tahap pembaharuan/pembangunan Ilmu HP 

Nasional; 
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2. dari aspek/tahap penegakan hukum in abstracto (tahap 

“law making”/kebijakan formulasi), khususnya dalam 

konteks penyusunan Sistem HP Nasional; dan 

3. dari aspek/tahap penegakan hukum in concreto (tahap 

“law enforcement”/kebijakan aplikasi), khususnya 

penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvS) dalam 

konteks BANGNAS/BANGKUMNAS/SISKUMNAS. 

Dalam ketiga aspek/tahap pembaharuan pemikiran 

hukum (rekonstruksi konseptual) itu bisa muncul berbagai 

masalah konseptual yang dapat dikaji terus menerus 

(berarti menjadi objek kajian Ilmu HP), antara lain : 

 

Ad 1.   Pembaharuan/pembangunan Ilmu HP Nasional  

(IHPN) 

1. Apa ide dasar/konsep/asas/landasan konsepsional 

yang harus dibangun? 

2. Apakah  IHPN dan Pendidikan Hukum (HP) 

berwawasan sekuler? 

3. Bagaimana membangun IHPN yang 

berwawasan/berorientasi pada keseimbangan nilai-

nilai Pancasila dan keseimbangan tujuan 

BANGNAS? 

4. Bagaimana membangun IHPN yang 

berwawasan/berorientasi pada ide-ide dasar (ide 

pembaharuan) nasional, kearifan lokal, dan global? 

Ad 2.   Pembaharuan/pembangunan Sistem HP Nasional 

(SHPN) 

1. Bagaimana mengimplementasikan Ad 1 di atas 

dalam SHPN?; 

2. Bagaimana rancang bangun atau “RENSTRA” 

pembangunan SHPN (national criminal law 

development planning/policy; design of national 

criminal law development)? 
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3. Bagaimana posisi kebijakan pembangunan SHPN 

(national penal policy) dalam konteks BANGNAS 

(social policy/national development policy)? 

 

Ad    3.    Penegakan hukum pidana positif (KUHP / WvS 

dsb.) dalam konteks  BANGNAS / 

BANGKUMNAS / SISKUMNAS. 

Kalau hukum pidana merupakan bagian (sub-

sistem)  dari SISKUMNAS/BANGKUMNAS : 

1. Apakah penegakan HP (terutama KUHP/WvS
9
 

terlepas kaitannya dengan rambu-rambu 

kerangka penegakan hukum nasional (national 

legal frame-work) atau penerapannya harus 

berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam 

konteks sistem hukum nasional/SISKUMNAS)? 

2. Bagaimana konstruksi pemikiran juridis tentang 

kepastian hukum/asas legalitas dalam konteks 

SISKUMNAS? 

 

Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran juridis yang integral 

dalam penegakan HP in concreto, patut kiranya mendapat 

perhatian khusus dari dunia pendidikan hukum, karena  dalam 

praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan 

ber-pikir hukum yang parsial dan hanya melihat UU/ketentuan 

pidana dengan “kaca mata kuda”. Gejala/kecenderungan ini 

terlihat misalnya : Ada yang hanya melihat pasal-pasal dalam 

sub-bab “Ketentuan Pidana”, terlepas dari keseluruhan konteks 

UU ybs. (yang di dalamnya mengandung jiwa/spirit/ide dasar, 

                                                           
9
 Karena penyusun  Konsep Pertama KUHP Baru tahun 1964 pernah 

menyatakan, bahwa dengan diberlakukannya KUHP (WvS) Hindia Belanda 

berdasarkan UU No. 1/1946,  “pada hakikatnya asas-asas dan  dasar-dasar 

tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap  dilandaskan pada ilmu 

hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial;…dan karena 

pengujiannya sangat lambat,  asas-asas dan dasar-dasar tata hukum 

pidana  dan hukum pidana kolonial itu masih tetap bertahan  dengan 

selimut dan wajah Indonesia”. 
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asas, dan tujuan); terlepas dari keseluruhan sistem pemidanaan 

umum/induk yang ada di dalam KUHP; terlepas dari 

keseluruhan sistem/rambu-rambu penegakan hukum nasional; 

Ada yang hanya mengartikan kepastian hukum dalam arti 

sempit/parsial dan sangat formal; tidak mengakui atau 

mengabaikan kepastian hukum materiel/substantif; tidak 

mengakui/mengabaikan/melupakan/mengharamkan  asas-asas, 

tujuan pemidanaan, dan nilai-nilai yang ada dan diakui dalam 

ilmu/teori/hukum tidak tertulis. 

Hanya menguasai norma UU tanpa menguasai ilmunya; seolah-

olah memisahkan “hukum” (UU) dengan “ilmu hukum” atau 

setidak-tidaknya telah terjadi “erosi ke-ilmuan” dalam 

penegakan hukum; “scientific approach/orientation” tergeser 

oleh “money approach/orientation”, bahkan melepaskan “ilmu 

hukum” dari “ilmu ketuhanan, moral, dan agama”; banyak yang 

sangat tahu “tuntunan UU”, tetapi sangat tidak tahu akan makna 

“keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan YME”. Mengingat 

kondisi demikian, perlu kiranya dikembangkan dan ditanamkan 

“pemi-kiran hukum (konstruksi berpikir hukum) yang 

integral/sistemik” melalui pendidikan hukum, yaitu : adanya 

keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) antara “norma dan 

nilai/ide dasar”; antara “norma UU dengan hukum tidak 

tertulis”; antara “hukum (UU)” dan “ilmu hukum”; antara “ilmu 

hukum” dengan “ilmu ketuhanan (moral/ agama)”; antara 

“ketiga masalah pokok HP (tindak pidana; kesalahan; pidana) 

dengan keseluruhan sistem pemidanaan”; antara “penegakan 

hukum (UU) pidana  dengan rambu-rambu penegakan hukum 

nasional”; antara “sistem HP dengan SISKUMNAS”. 

 

B.4. Pembaharuan / Rekonstruksi Pendidikan Ilmu Hukum 

Pidana Indonesia Dalam Konteks Wawasan Global / 

Komparasi 



 

 

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 51 

Pendekatan wawasan global dan komparatif ini tidak 

hanya penting untuk pengem-bangan pendidikan (ilmu) hukum, 

tetapi juga untuk menetapkan atau membuat kebi-jakan 

BANGKUMNAS, khususnya terkait dengan kebijakan 

pembangunan Sistem HP Nasional. Telah dikemukakan di atas, 

bahwa untuk memperluas wawasan global dan komparasi, perlu 

dikembangkan Ilmu HP Global/Internasional/Perbandingan HP 

(inklusif Ilmu HP Adat, karena dilihat dari perspektif 

perbandingan, sistem HP Adat termasuk salah satu sistem 

hukum atau keluarga hukum/family law yang menjadi objek 

kajian perbandingan). Bahkan wawasan global/komparasi inipun 

seyogyanya di-perluas ke masalah-masalah yang terkait dengan 

perkembangan hitech/cyber crime. Dilihat dari hakikat 

pendidikan hukum yang di dalamnya mengandung pembaharuan 

atau rekonstruksi konseptual (pemikiran hukum) seperti 

dikemukakan di atas, maka  kajian berwawasan 

global/komparatif  tentunya diharapkan dapat menambah 

wawasan perbandingan konseptual. W. EWALD (dalam 

„Comparative Jurisprudence‟) menyatakan, bahwa kajian 

komparasi pada hakikatnya merupakan kajian aktivitas filosofik 

dan kajian perbandingan konsep-konsep intelektual. 
10

Pembaharuan pendidikan dan pengembangan ilmu HP 

nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan 

harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan konsep/ide-

ide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana dan dalam 

kesepakatan global/internasional. Ide-ide itu antara lain 

                                                           
10

 W. Ewald, „Comparative Jurisprudence‟, menyatakan : „Comparative law, 

properly pursued, is an essentially philosophical activity ; „comparative 

jurisprudence is „the comparative study of the intellectual conceptions that 

underline the principal institutions of one or more foreign legal systems„. 

Lihat dalam Esin Örücü, CRITICAL COMPARATIVE LAW, EJCL 

(Electronic Journal Comparative Law), Vol. 4.1 June 2000. dan Esin Örücü, 

The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-

First Century, EJCL Vol. 9.3 October 2005, 

http://www.ejcl.org/93/review93.html 

http://www.ejcl.org/93/review93.html
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mengenai ide keseimbangan antara “prevention of crime”, 

“treatment of offender”, dan “treatment of society”; keseim-

bangan antara “social welfare” dengan “social defence”; 

keseimbangan orientasi antara “offender” (individualisasi 

pidana) dan “victim” (korban); ide “double track system” yang  

memungkinkan adanya pidana/sanksi gabungan (“mixed 

sentence” antara punishment dengan treatment/measures); ide 

penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif,  yang 

identik dengan ide “the ultimo-ratio character of the prison 

sentence” atau “alternative to imprisonment or custodial 

sentence”; ide “elasti-city/flexibility of sentencing”; ide “judicial 

corrective to the legality principle” untuk menembus kekakuan 

dengan diadakannya “permaafan hakim/pengampunan judisial” 

(“rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de 

pena/dispensation of punishment) dan pedoman pemidanaan 

lainnya ;  ide “modifikasi pidana” (“modification of sanction”; 

the alteration/annulment/revocation of sanction”; 

“redetermining of punishment”); ide mengintegrasikan tujuan 

pidana dalam sistem pemidanaan; ide keseim-bangan antara 

“kepentingan individu dan masyarakat” (antara lain 

dalam  masalah “retro aktif”); dan ide restorative justive yang 

memungkinkan adanya “penal mediation”, dsb. Bertolak dari 

kajian perbandingan konseptual (ide dasar/pokok pemikiran) 

dari berbagai sistem/keluarga hukum (termasuk keluarga hukum 

“traditional and religious law system” yang mengandung 

banyak “kearifan lokal”), kajian perkembangan pemikiran 

konsepsional global, dan pendalaman nilai-nilai nasional, 

diharapkan dapat menunjang terwujudnya PEMBAHARUAN / 

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN 

ILMU HP DAN SISTEM HP NASIONAL.   

 

B.5.  Aspek Pidana Dalam Hukum Perdata  
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A.    Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana 

Dalam ruang lingkup kejadian sehari hari, kita selalu 

dihadapkan dua masalah hukum, secara umum, disebut 

kasus pidan maupun kasus perdata. Kasus, dapat diartikan 

sebagai perkara dan perkara dapat dimaknai sebagai 

masalah atau persoalan yang memerlukan proses 

penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan 

menjadi 2 macam, yaitu: Perkara yang mengandung 

sengketa atau perselisihan dimana terdapat kepentingan 

atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak 

lain. Perkara yang tidak mengandung sengketanya atau 

perselisihan di dalamnya.  Perkara yang Mengandung 

Sengketa Tmerupakan kewenagan hakim dalam hal ini 

adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dimana 

hakim terbatas mengadili pada apa yang dikemukakan dan 

apa yang diminta para pihak untuk menghasilkan putusan 

hakim. Wewenang hakim tersebut termasuk “jurisdiction 

contentiosa” yaitu kewenangan mengadili dalam arti 

sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim. 

Dalam sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang 

saling berhadapan, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”. 

“Penggugat” adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan 

yang memiliki kepentingan yang cukup, sedangkan 

“Tergugat” adalah orang yang digugat oleh 

“Penggugat”.  Perkara yang Tidak Mengandung Sengketa  

Tugas hakim termasuk “jurisdictio volunteria” yaitu 

memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi 

bersifat administratif untuk mengatur dan menetapkan 

suatu hal dan menghasilkan penetapan hakim. Dalam 

perkara yang tidak mengandung sengketa, hanya terdapat 

satu pihak saja yaitu “Pemohon”, orang yang meminta 

kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan 

yang tidak mengandung sengketa.  Perbedaan Hukum 
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Perdata dengan Pidana Hukum Pidana Menurut  C.S.T. 

Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum Indonesia (hal. 257), Hukum Pidana adalah 

hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran 

dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, 

perbuatan mana diancam dengan hukuman yang 

merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum Perdata 

Menurut Prof. Subekti, S
11

.H. dalam bukunya Pokok-

Pokok Hukum Perdata (hal. 9) mengatakan bahwa hukum 

perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat 

materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur 

kepentingan-kepentingan perseorangan. Perbedaan 

Perkara Perdata dengan Pidana Menurut Abdulkadir 

Muhammad (1990: 26-28), perbedaan perkara perdata 

dengan perkara pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, 

yaitu: 

1. Dasar timbulnya perkara, perkara perdata timbul karena 

terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti 

diatur dalam hukum perdata. Sedangkan Perkara pidana 

timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan 

pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. 

Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, 

mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu 

kewibawaan pemerintah. 

2. Inisiatif berperkara, dalam perkara perdata, inisiatif 

berperkara berasal dari pihak yang merasa dirugikan. 

Sedangkan dalam perkara pidana, inisiatif berperkara 

berasal dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya 

yaitu Polisi dan Jaksa Penuntut Umum. 

3. Istilah yang digunakan, dalam perkara perdata, pihak 

yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut 

                                                           
11

 http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-

dengan-pidana/ 

http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/
http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/
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“Penggugat”, sedangkan pihak lawannya adalah 

“Tergugat”. Dalam perkara pidana, pihak yang 

mengajukan perkara ke muka hakim disebut Jaksa 

Penuntut Umum. Pihak yang disangka melakukan 

kejahatan/perbuatan pidana disebut “Tersangka”, dan 

apabila pemeriksaannya diteruskan ke Pengadilan, 

maka pihak yang disangka melakukan kejahatan 

disebut “Terdakwa”. 

4. Tugas hakim dalam acara, dalam perkara perdata, tugas 

hakim adalah mencari kebenaran sesungguhnya dan 

sebatas dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh 

pihak-pihak. Sedangkan dalam perkara pidana, tugas 

hakim yaitu mencari kebenaran sesungguhnya, tidak 

terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa, hakim 

mengejar kebenaran materiil. 

5. Tentang perdamaian, dalam perkara perdata, selama 

belum diputus oleh hakim, selalu dapat ditawarkan 

perdamaian untuk mengakhiri perkara, sedangkan 

dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan 

perdamaian. 

6. Tentang sumpah, dalam perkara perdara, mengenal 

sumpah decissoire yaitu sumpah yang dimintakan oleh 

pihak yang satu kepada pihak yang lain atau lawannya 

tentang kebenaran suatu peristiwa sedangkan dalam 

perkara pidana tidak mengenal sumpah tersebut. 

7. Tentang hukuman, dalam perkara perdata, hukuman 

yang diberikan oleh hakim kepada pihak yang kalah 

berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. 

Disisi lain, dalam perkara pidana, hukuman yang 

diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan.
12

 

                                                           
12

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbed

aan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/ 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/
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B.6.   Pendapat Para Ahli Mengenai Definisi Hukum Pidana  

Ada berbagai definisi hukum pidana yang dikemukakan 

para ahli. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. W.L.G. 

Lemaire, yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya 

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 2), menerangkan 

bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi 

keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh 

pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi 

berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. 

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana 

adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 

tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk 

melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana 

hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana 

yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. 

Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam 

bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, mendefinisikan hukum 

pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur 

ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, 

dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang 

melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan 

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan. C.S.T. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan 

Tata Hukum Indonesia (hal. 257) mendefinisikan hukum pidana 

sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran 

dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan 

mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu 

penderitaan atau siksaan. 
13

 Dari beberapa definisi yang 
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 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989; 



 

 

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 57 

disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, hukum 

pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang 

tidak boleh dilakukan. Kemudian, saat tindakan yang tidak 

diperbolehkan tersebut dilakukan, terdapat sanksi bagi 

pelakunya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan 

umum. 

 

1. Apa itu Hukum Perdata 

Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata secara 

singkat dapat tergambar dari ruang lingkup yang tergambar 

dalam definisinya. Seperti halnya definisi hukum pidana, 

definisi hukum perdata menurut para ahli pun beragam. 

Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Subekti dalam 

Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 9) menyatakan bahwa hukum 

perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, 

yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-

kepentingan perseorangan. 
14

 Kemudian, terkait pembagian 

hukum perdata, lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa (hal. 

16–17) hukum perdata dibagi dalam empat bagian: 

1. Hukum tentang diri seseorang: memuat peraturan-

peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, 

peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki 

hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri 

melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang 

mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. 

2. Hukum keluarga: mengatur perihal hubungan-hubungan 

hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu 

perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum 

kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang 

tua dan anak, serta perwalian dan curatele. 
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 Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 

2003. 
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3. Hukum kekayaan: mengatur perihal hubungan-hubungan 

hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita 

mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang 

dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang 

itu, dinilai dengan uang. 

4. Hukum waris: mengatur hal ihwal tentang benda atau 

kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat 

dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat 

hubungan k
15

eluarga terhadap harta peninggalan 

seseorang. 

Sementara itu, C.S.T. Kansil dalam Pengantar Ilmu 

Hukum dan Tata Hukum Indonesia mendefinisikan hukum 

perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, 

dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dari 

definisi yang telah diterangkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada intinya, hukum perdata mengatur tentang kepentingan 

perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain. 

 

2. Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata 

Untuk memudahkan Anda dalam memahami perbedaan 

hukum perdata dan pidana, mari simak intisari perbedaan hukum 

pidana dan perdata dalam simpulan berikut. Pada dasarnya, 

hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, 

misalnya yang diatur dalam KUHP. Hukum pidana memiliki 

implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum). 

Dengan kata lain, apabila suatu tindak pidana dilakukan, akan 

berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, 

kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat. Kemudian, 

hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium (upaya 

                                                           
15

 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989; 
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terakhir) untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya, 

terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturannya 

dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. 

Penjelasan selengkapnya tentang ultimum remedium dapat Anda 

simak dalam Arti Ultimum Remedium. Berbeda dengan hukum 

pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat, yang 

menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara 

orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada 

kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata 

yang terdapat dalam KUH Perdata hanya berdampak langsung 

bagi para pihak yang terlibat, dan tidak berakibat secara 

langsung pada kepentingan umum.
16

 

 

3. Ranah Hukum Perdata 

Permasalahan ketenagakerjaan dalam ranah hukum 

perdata banyak terjadi karena bertolak dari perselisihan 

perjanjian. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dikatakan perjanjian 

itu berlaku seperti halnya undang-undang bagi para pihak yang 

mengikatkan diri. Jadi, dalam hal suatu perjanjian telah 

memenuhi syarat sahnya (1320 KUH Perdata), maka wajib 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak yang 

berjanji, seperti layaknya undang-undang bagi mereka. Tentu 

tidak semua hal dicantumkan di dalam perjanjian itu. Ada hal-

hal yang memang sudah menjadi ketentuan memaksa dalam 

peraturan perundang-undangan, bahkan kebiasaan, yang juga 

mengikat untuk dipatuhi, terlepas hal itu tidak dicantumkan 

secara eksplisit dalam perjanjian. Konkretnya dapat disajikan 

satu contoh kasus sebagai berikut. Seorang tenaga kerja telah 

mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja dengan status 

hubungan kerja kontrak (PKWT) dan telah menyepakati dengan 
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 https://www.hukumonline.com/klinik/a/intisari-perbedaan-hukum-pidana-

dan-perdata-lt57f2f9bce942f 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-lt53b7be52bcf59?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ultimum_remedium
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penandatanganan perjanjian kerja tersebut pada tanggal 1 

November 2013 (untuk jangka waktu 1 tahun). Salah satu isi 

pasal dalam perjanjian disebutkan bahwa hubungan kerja 

dimulai pada tanggal 1 Desember 2013. Pada perjalanannya, si 

tenaga kerja sebelum pelaksanaan tanggal hubungan kerja 

dimulai, memberikan informasi secara verbal kepada pihak 

perusahaan bahwa dirinya tidak jadi untuk bekerja dengan 

alasan tidak disetujui oleh pimpinan perusahaan yang lama 

untuk keluar, dan ditawarkan dengan remunerasi lebih berupa 

promosi dan peningkatan gaji dan benefit. Tenaga kerja (atau 

tepatnya kandidat) yang telah menandatangani PKWT tersebut 

menyampaikan pengunduran dirinya secara tertulis dan 

menyerahkan kepada calon atasannya melalui pihak ke-3 

(sebutlah, cleaning service) pada perusahaan tersebut. Surat 

tersebut sampai ke bagian HRD terkait pada saat tanggal 

hubungan kerja dimulai (di atas tanggal 1 bulan Desember 

2013). HRD perusahaan calon tenaga kerja berdasarkan 

informasi dan koordinasi dengan atasan calon karyawan tersebut 

meminta untuk dikirimkan surat panggilan pertama atas si calon 

karyawan karena tidak hadir pada hari pertama dan seterusnya, 

sehingga dilakukan pengiriman surat panggilan kedua atas 

ketidakhadiran yang melebihi lima hari kerja sehingga apabila 

tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam surat 

panggilan kedua, maka akan dikualifikasikan bahwa calon 

tenaga kerja tersebut melakukan pengunduran diri akibat 

kemangkiran lima hari kerja. Atas konsekuensi ini, maka 

penguduran diri si calon tenaga kerja tersebut mempunyai 

implikasi terhadap konsekuansi penalty atas kontrak yang telah 

ditandatangani, dan wajib membayar atas tidak terpenuhinya 

bulan selama kontrak dikalikan upah yang disepakati. 

Bagaimana kasus ini antara lain dapat ditangani menurut 

mekanisme keperdataan? Setelah pelayangan surat panggilan 

ke-2 tidak terealisasi dengan pertemuan sesuai dengan tanggal 
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dan tempat yang telah disepakati, maka pihak perusahaan 

seharusnya masih dapat melakukan pemanggilan secara verbal 

melalui kontak telepon atau email ke calon tenaga kerja untuk 

membicarakan permasalahan yang terjadi dan mencari jalan 

keluarnya bagaimana berdasarkan asas musyawarah untuk 

mufakat. Perusahaan akan mempertanyakan kewajiban tenaga 

kerja atas perjanjian yang telah disepakatinya dan apabila tidak 

dapat dipenuhi, maka tenaga kerja tersebut wajib memenuhi 

kewajibannya atas konsekuesi penalti yang diatur dalam 

perjanjian yang telah disepakati. Apabila penanganan secara 

bipartit ini tidak dapat diselesaikan, maka pihak perusahaan 

dapat meneruskan permasalahan ini dengan mengajukan 

permohonan untuk proses tripartit (dalam hal ini adalah mediasi) 

dengan keterlibatan pihak pemerintah yang dalam hal ini dapat 

diajukan ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja di wilayah 

Kabupaten atau Kota atau langsung ke tingkat Kantor Dinas 

Provinsi setempat, berdasarkan tempat terjadinya kontrak (locus 

contractus).  Perlu diingatkan bahwa proses mediasi merupakan 

salah satu cara dari proses penyelesaian perselisihan di luar 

pengadilan (alternative dispute resolution) yang wajib dilakukan 

oleh pihak-pihak yang bersengketa hingga dikeluarkannya suatu 

anjuran dari mediator sebagai akhir proses bahwa proses 

berakhir secara tidak sepakat. Manakala proses tersebut berakhir 

secara tidak sepakat, maka salah satu pihak dapat melanjutkan 

permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah 

terjadinya sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat. Hingga 

akhirnya permasalahan ketenagakerjaan dalam kasus yang 

disebutkan di atas dapat saja masuk hingga pada tingkat 

pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. 

 

4. Ranah Hukum Pidana 

Kedudukan hukum ketenagakerjaan misalnya, dapat saja 

bersinggungan dengan ranah hukum pidana, misalnya, manakala 
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terjadi suatu penggelapan yang dilakukan oleh pekerja yang 

diakibatkan karena adanya kewenangan yang dimilikinya dalam 

suatu posisi jabatan. Kewenangan atas suatu jabatan merupakan 

otoritas yang dimiliki oleh seorang pekerja apabila ia 

dipercayakan memegang suatu jabatan yang didasarkan atas 

suatu perjanjian atau penunjukan. Pasal 374 KUHP menyatakan 

penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Biasanya 

seorang pekerja yang melakukan tindakan penggelapan dan 

telah memiliki minimal dua alat bukti (misalnya ada saksi dan 

pengakuan), akan diminta secara baik-baik untuk melakukan 

pengunduran diri dari perusahaan. Hal ini (meminta untuk 

melakukan pengunduran diri) adalah sesuatu yang “sulit” untuk 

dilaksanakan. Untuk itu diperlukan trik yang jitu dalam proses 

negosiasi yang dilakukan. Berdasarkan pengalaman penulis 

selama ini, permintaan untuk mengajukan pengunduran ini 

biasanya cukup berhasil dalam rangka mengakhiri suatu 

hubungan kerja. Pada awalanya, biasanya pekerja memang tidak 

selalu bersedia melakukan pengunduran diri. Sebagai eksekutor 

dalam kasus-kasus seperti ini, memang sebaiknya dilakukan 

upaya persuasif kepada pelaku. Tujuannya agar si tenaga kerja 

dapat secara sukarela memberikan pernyataan bahwa benar ia 

mengakui telah melakukan penggelapan dalam kewenangan 

yang dimilikinya. Apabila dua bukti penggelepan telah dimiliki, 

maka dapat dilakukan “ancaman” kepada pelaku bahwa apabila 

tidak mau mengundurkan diri, maka permasalahan ini akan 

dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diusut lebih lanjut 

sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Biasanya 

gambaran terkait lamanya proses pidana dan hal-hal lain berupa 

tekanan sosial, material, dan sanksi hukuman yang akan dilalui 

oleh pelaku, akan membuat pelaku merasa tidak 
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nyaman. Apabila pilihan akhirnya adalah harus melalui proses 

pidana, maka laporan diajukan ke Kepolisian (delik aduan) 

untuk kemudian dilakukan pemanggilan, bahkan sampai 

penangkapan terhadap pelaku. Perlu diingat, manakala terjadi 

tuntutan pidana ke Kepolisian atas kasus-kasus penggelapan, 

maka permasalahan ini sudah menjadi permasalahan antara 

negara melawan si pelaku sebagai subjek hukum pidana. 

Hubungan kerja yang terjadi dapat terputus manakala oleh pihak 

yang berwajib (di tingkat Kepolisian), yang bersangkutan 

ditetapkan statusnya sebagai tersangka.  

Aspek Hukum Pidana atau Perdata itu sekedar merupakan 

salah satu cabang Hukum (Pidana dan Perdata) yang meliputi 

meliputi banyak hukum, diantaranya juga dapat masuk diruang 

Hukum Kedokteran, seperti Hukum Tata Usaha Negara ataupun 

Hukum Tatanegara, khususnya apabila ia menyangkut hak-hak 

subyektif bagi para dokter, para nje'dis, assisten ataupun hak 

dari para pasien. Himpunan dari peraturan-peraturan perundahg-

undangan memberikan gambaran impressif mengenai Hukum 

Kedokteran, dengan undang-undang Pokok Kesehatan No. 6 

tahun 1963 yang mengandung azas utama mengenai hak dari 

setiap warga negara untuk memperoleh derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya dan perlu diikut sertakan dalam usaha-usaha 

kesehatan Pemerintah. Diketahui pula kiranya bahwa 

berdasarkan undang-undang Pokok Kesehatan tersebut adalah 

menjadi fungsi pokok, tugas dari Pemerintah adalah untuk 

penyelenggaraan usaha (zorg) preventif dan kuratif, pemulihan 

kesehatan, penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat, 

pendidikan tenaga kesehatan, perlengkapan obat-obatan dan 

alat-alat kesehatan, penyelidikan-penyelidikan (riset), 

pengawasan dan usaha lain. Sebagai suatu hak azasi manusia, 

ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kesehatan dapat 

dikatagorisir sebagai suatu a social right dalam International 

Covenant on Economic Social and Cultural Right (pasal 12) dan 
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yang dirumuskan sebagai suatu hak dari setiap orang "to the 

enjoyment of the highest attainable standard of physical and 

mental health". Bunyi teks pasal 12 dari ICESC. Sehingga 

tindak pidana juga dapat bersentuhan dengan kasus perdata, dan 

cakupanya cukup luas dan bisa saling terhubung antara 

keduanya.   

Dalam hal pemberian sanksi, secara pidana, perdata dan 

admintrasi, kita dapat melihat berbagai regulasi yang mengatur 

didalam teks peraturan perundang-undangan.  Sanksi adalah 

sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena 

yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau 

perintah, sebagaimana didefinisikan oleh Black's Law 

Dictionary Seventh Edition sebagai berikut: A penalty or 

coercive measure that results from failure to comply with a law, 

rule, or order (a sanction for discovery abuse) Dalam hal ini, 

istilah umum yang dipergunakan untuk menyebut semua jenis 

sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, 

maupun pidana adalah hukuman, sebagaimana diterangkan oleh 

Rocky Marbun, dkk. dalam buku Kamus Hukum Lengkap: 

Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru (hal. 

127). Jenis-Jenis Sanksi di Indonesia Di Indonesia dikenal 

sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum yaitu: 
17

 

a. Sanksi pidana; 

b. Sanksi perdata; 

c. Sanksi administratif. 

Untuk  itu,  mari kita bahas satu  per satu. 

a. Sanksi Pidana  

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi dalam ranah 

hukum pidana sebagai: Suatu perasaan tidak enak 

(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis 

kepada orang yang telah melanggar undang-undang 
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 Rocky Marbun, dkk. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & 

Perundang-undangan Terbaru. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012; 
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hukum pidana. Dalam konteks ini, Pasal 10 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membedakan 

hukuman menjadi: 

1. Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi:  

a. hukuman mati; 

b. hukuman penjara; 

c. hukuman kurungan; 

d. hukuman denda; 

e. hukuman tutupan. 

2. Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:  

a. pencabutan beberapa hak yang tertentu; 

b. perampasan barang yang tertentu; 

c. pengumuman putusan hakim. 

Secara hukum, sanksi pidana hanya dapat dicantumkan 

dalam undang-undang dan peraturan daerah, sebagaimana 

disarikan dari Apakah Undang-Undang Harus Memuat 

Sanksi? Sehingga, selain diatur dalam KUHP, hukuman 

tambahan juga diatur dalam undang-undang atau peraturan 

daerah yang memuat sanksi pidana. Sebagai contoh, dalam 

Pasal 81 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) yang telah ditetapkan 

sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 

(“UU 17/2016”) mengatur adanya pidana tambahan berupa 

pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat dikenakan terhadap 

pelaku yang memenuhi persyaratan tertentu. Namun, dalam 

perkembangan hukum Pasal 10 KUHP telah mengalami 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075/undang-undang-nomor-17-tahun-2016/document
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075/undang-undang-nomor-17-tahun-2016/document
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075/undang-undang-nomor-17-tahun-2016/document
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075/undang-undang-nomor-17-tahun-2016/document
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075/undang-undang-nomor-17-tahun-2016/document
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perubahan sehingga pembaca dapat melihat didalam Bab III UU 

No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP  yang baru.  Di sisi lain, 

merujuk Pasal 65 KUHP baru, pidana pokok terdiri atas: Pidana 

penjara Pidana tutupan Pidana pengawasan Pidana denda Pidana 

kerja sosial. Baik aturan lama atau baru, urutan pidana sama-

sama menentukan berat atau ringannya hukuman. Baca juga: 

Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata Berikut pengertian 

singkat masing-masing hukuman pidana: Pidana mati Roeslan 

Salah dalam Stelsel Pidana Indonesia (1987) menjelaskan, 

pidana mati atau hukuman mati adalah jenis pidana terberat 

menurut hukum positif Indonesia. Bagi mereka yang pro, 

hukuman mati dianggap sebagai pemberi efek jera lantaran 

kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu semakin 

meningkat. Pidana penjara Pidana penjara dijatuhkan untuk 

seumur hidup atau waktu tertentu. Pidana seumur hidup artinya 

terpidana akan dipenjara sampai meninggal dunia. Sementara 

penjara waktu tertentu, dijatuhkan paling lama 15 tahun dan 

paling singkat satu hari. Pidana penjara selama waku tertentu 

sekali-kali juga tidak boleh melebihi 20 tahun. Pidana 

pengawasan Merupakan pidana pokok dalam KUHP baru, 

pengawasan dapat dijatuhkan pada terdakwa yang melakukan 

tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal lima tahun. 

Pidana kurungan Pidana kurungan menurut KUHP lama dapat 

diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama 

selama satu tahun. Jika ada pemberatan pidana, pidana kurungan 

dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah 

maksimal pidana kurungan pun tidak boleh lebih dari satu tahun 

empat bulan. Pidana denda Pidana denda adalah hukuman yang 

mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas 

negara. Pasal 79 KUHP baru membagi denda ke dalam delapan 

kategori, yaitu: Kategori I, Rp 1 juta Kategori II, Rp 10 juta 

Kategori III, Rp 50. juta Kategori IV, Rp 200 juta Kategori V, 

Rp 500 juta Kategori VI, Rp 2 miliar Kategori VII, Rp 5 miliar 
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Kategori VIII, Rp 50 miliar. Pidana tutupan Pidana tutupan 

ditujukan untuk politisi yang melakukan kejahatan karena 

ideologi yang dianutnya. Namun, dalam praktik peradilan saat 

ini, pidana tersebut tidak pernah diterapkan. Pidana tutupan juga 

masih ada dalam KUHP baru, tepatnya pada Pasal 74. Jenis 

hukuman ini dapat dijatuhkan apabila terdakwa melakukan 

tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati. 

Pidana kerja sosial Merujuk Pasal 85 KUHP baru, pidana kerja 

sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak 

pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari lima 

tahun dan hakim menjatuhkan penjara paling lama enam bulan 

atau denda paling banyak kategori II. Baca juga: Hukum: 

Pengertian, Unsur, Tujuan, Fungsi, dan Sumbernya Pidana 

tambahan di KUHP lama dan baru. 
18

 

b. Sanksi Perdata 

Disarikan dari Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, 

Konstitutif, dan Kondemnator, dalam ranah hukum 

perdata, ditinjau dari sifatnya, putusan yang dijatuhkan 

oleh hakim dapat berupa: 

1. Putusan kondemnator (condemnatoir), yakni putusan 

yang memuat amar yang menghukum salah satu 

pihak yang berperkara. Misalnya, majelis hakim 

menghukum salah satu pihak untuk membayar ganti 

kerugian dan biaya perkara. 

2. Putusan deklarator atau deklaratif (declaratoir 

vonnis), yakni pernyataan hakim tentang suatu tentang 

sesuatu hak atau titel maupun status yang dicantumkan 

dalam amar atau diktum putusan. Misalnya, putusan yang 

menyatakan bahwa hak pemilikan atas benda yang 

disengketakan tidak sah sebagai milik penggugat, atau 

penggugat tidak sah sebagai ahli waris. 
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 https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-

jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all.  

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator/
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all
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3. Putusan konstitutif (constitutief vonnis) yakni 

putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik 

yang bersifat meniadakan/menghilangkan suatu 

keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum 

baru. Misalnya, putusan perceraian, merupakan putusan 

yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi 

ikatan antara suami-istri, sekaligus menimbulkan keadaan 

hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda. 

Jadi, dalam ranah hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya 

dapat berupa: 

1. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan 

tertentu yang diperintahkan oleh hakim; 

2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti 

dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. 

c. Sanksi Administratif  

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang 

dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau 

ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. 

Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan 

tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Sebagai 

contoh, sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 

angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru 

Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (“UU 27/2007”) yaitu: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian sementara kegiatan; 

c. Penutupan lokasi; 

d. Pencabutan perizinan berusaha; 

e. Pembatalan perizinan berusaha; dan/atau 

f. Denda administratif 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik 

hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=3&p=1&q=%22sanksi%20administratif%22&rs=1847&re=2021&h=uu
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=3&p=1&q=%22sanksi%20administratif%22&rs=1847&re=2021&h=uu
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26898
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26898
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26898
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pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan 

Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat 

hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung 

dengan Konsultan Mitra Justika. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai 

undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 27 

tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja.
19

 

Dalam Ilmu Hukum, kita mengenal adanya perbuatan 

melawan hukum (PMH). Biasanya perbuatan melawan hukum 

diidentifikasikan dengan perbuatan yang melanggar undang- 

undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang 

lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum 

dalam lapangan hukum. Dalam tulisan ini penulis ingin 

menjelaskan perbedaaan perbuatan melawan hukum dalam 

hukum pidana maupun dalam hukum perdata serta unsur-unsur 

yang membedakan antara keduanya. Dalam konteks hukum 

perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang 
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melanggar Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

(BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain 

berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan 

perjanjian. Sedangkan dalam konteks pidana perbuatan melawan 

hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, 

perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau 

kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas 

umum dalam lapangan hukum. Pada bagian akhir penulisan, 

penulis menyimpulkan perbedaan mendasar antara perbuatan 

melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata. 

Dalam negara sudah terdapat sebuah peraturan yang mengatur 

masing-masing warganegaranya. Peraturan tersebut sering 

disebut dengan hukum perdata. Dalam mempelajari Hukum 

Perdata, akan lebih baik bila kita mengetahui terlebih dahulu apa 

itu pegertian dari Hukum Perdata. Berikut ini adalah beberapa 

defenisi dan pengertian Hukum Perdata yang dirumuskan oleh 

para ahli dan para pakar hukum. 
20
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1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan 

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan 

warga negara perseorangan yang satu dengan 

perseorangan yang lainnya. 

2. Ronald G. Salawane 

Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang 

mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang 

atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang 

menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan 

memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang 

dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

3. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. 

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan 

perseorangan yang satu dengan perseorangan yang 

lainnya. 

4. Sudikno Mertokusumo 

Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang 

mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu 

terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan 

dalam pergaulan masyarakat. 

5. Prof. R. Soebekti, S.H. 

Hukum Perdata adalah semua hak yang meliputi hukum 

privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan. 

Hukum Perdata dilihat dari fungsinya ada dua macam, 

yaitu: 

1. Hukum perdata materiil yaitu aturan-aturan hukum 

yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

perdata, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan 

perdata setiap subyek hokum. 

2. Hukum perdata formal yaitu hokum yang mengatur 

bagaimana cara mempertahankan hukum perdata 

materil 
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Pada mulanya zaman Romawi secara garis besar terdapat 

2 kelompok pembagian hukum,yaitu: 

1. Hukum Publik Adalah hukum yang menitik beratkan 

kepada perlindungan hukum,yang diaturnya adalah 

hubungan antara negara dan masyarakat. 

2. Hukum Privat Adalah kumpulan hukum yang 

menitikberatkan pada kepentingan individu. Hukum 

Privat ini biasa disebut Hukum Perdata atau Hukum 

Sipil. 

3. Kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik 

menyerukan berbuat atau melakukan sesuatu, maupun 

melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur 

di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang 

diancam dengan sanksi pidana. 

 

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli, 

pengertian hukum pidana dijelaskan oleh para ahli sebagai 

berikut: Mezger: hukum pidana adalah aturan hukum, yang 

mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa 

pidana. Simons: hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau 

perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu 

pidana apabila tidak ditaati, dengan syarat-syarat tertentu dan 

memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. 

Van Hamel: hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan 

yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan 

hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan 

hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada 

yang melanggar larangan itu. Dari pendapat-pendapat di atas, 

dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan 

peraturan yang memuat dan mengatur tentang: 

 Perbuatan yang dilarang dan yang diwajibkan (yang 

dimuat dalam KUHP Buku II Tentang Kejahatan dan Buku III 
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Tentang Pelanggaran). Syarat-syarat untuk dapat dijatuhi 

hukuman pidana (dimuat dalam Buku I KUHP) Sanksi 

pidananya (yang dimuat dalam Buku II KUHP).Secara Umum 

hingga Pendapat Para Ahli Jenis-jenis Hukum Pidana Hukum 

pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan 

hukum pidana formil. Berikut penjelasannya: Hukum pidana 

materill yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan 

merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-

aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan 

pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materiil 

diatur dalam KUHP. Hukum pidana formil yaitu mengatur 

bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan 

melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana 

formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat 

dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana juga dapat 

dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana 

khusus, yaitu: Hukum Pidana Umum, memuat aturan-aturan 

hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, 

Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) dll Hukum Pidana 

Khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang 

dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-

golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya: 

hukum pidana militer hukum pidana fiskalhukum pidana 

ekonomi hukum pidana korupsi Undang Undang: Pengertian, 

Syarat Berlaku hingga Bedanya dengan HukumAsas Umum 

Hukum Pidana Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh 

Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang 

ada dalam hukum pidana, antara lain: Asas legalitas: didasarkan 

pada adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege 

poenale, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, 

maksudnya yaitu: "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana 

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan 
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yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Asas teritorialitas: 

asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang 

melakukan perbuatan pidana di wilayahIndonesia (Pasal 2 dan 3 

KUHP). Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP 

terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan 
21

pidana di luar wilayah Indonesia, disebut juga asas 

personalitet. Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan 

KUHP terhadap siapa pun baik WNI maupun WNA yang 

melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas 

universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap 

perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang 

bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Asas 

tidak ada hukuman tanpa kesalahan, disebut juga geen straf 

zonder schuld. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam 

perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka 

dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si 

tersangka. Asas hapusnya kewenangan menuntut pidana dan 

menjalankan pidana karena:  

a. nebis in idem (tidak boleh dituntut dua kali karena 

perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili 

dengan putusan yang menjadi tetap-Pasal 76 KUHP). 

b.  kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP);  

c.  matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP); d) pembayaran denda 

(Pasal 82) ; (e) 

d. grasi, amnesti, dan abolisi kini hukum pidana adalah apa 

secara umum sudah diketahui. 
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BAB III 
 

 

 

 

C. PENGESAHAN UU NO 1  TAHUN 2023 TENTANG 

KUHP NASIONAL  

 

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru 

melalui UU No.1 Tahun 2023, sekaligus menggantikan Wetboek 

van Strafrecht atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.  Dalam KUHP 

baru ini, terdapat sejumlah perubahan dan penambahan 

ketentuan-ketentuan yang diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Misalnya, 

terdapat penambahan beberapa jenis tindak pidana baru yang 

lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan 

keamanan yang dihadapi. Selain itu, juga terdapat perubahan 

dalam sistem hukuman, yaitu dari sistem hukuman pidana yang 

lebih mengutamakan pemidanaan dan rehabilitasi, menjadi 

sistem hukuman yang lebih mengedepankan restoratif justice. 

Mengesahkan KUHP baru ini tidak hanya menjadi sebuah 

proses hukum belaka, namun juga menimbulkan dampak sosial 

yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, KUHP baru ini 
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menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan 

menghukum pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penegasan 

dan pemahaman yang jelas mengenai KUHP baru ini sangat 

penting untuk menjamin keadilan dan keamanan masyarakat. 

Meskipun demikian, tidak semua pihak memberikan sambutan 

positif terhadap pengesahan KUHP baru ini. Beberapa pihak 

mengkritik beberapa ketentuan yang dinilai kurang sesuai 

dengan konteks kekinian dan masih mengandung potensi 

penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap 

KUHP baru ini secara berkala, guna memastikan bahwa KUHP 

tersebut dapat diimplementasikan secara adil dan efektif. Secara 

keseluruhan, pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah 

langkah penting dalam upaya memperkuat sistem hukum pidana 

di Indonesia. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang 

tepat dan adil tentu saja tetap menjadi tugas yang sangat penting 

dan tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini, partisipasi dan 

kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan hukum juga 

menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan 

implementasi KUHP baru ini. 

 

C.1.   Implementasi UU No 1 Tahun 2023 

 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) baru harus diimplementasikan secara 

efektif untuk menjamin keadilan dan keamanan masyarakat. 

Implementasi KUHP baru ini meliputi berbagai tahapan, mulai 

dari sosialisasi, penerapan, hingga penegakan hukum. Tahap 

sosialisasi menjadi tahap awal yang penting dalam implementasi 

KUHP baru ini. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan 

KUHP baru kepada masyarakat, agar masyarakat dapat 

memahami dan mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai 
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dengan ketentuan dalam KUHP baru ini. Selain itu, sosialisasi 

juga dilakukan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan 

pemahaman dan penggunaan KUHP baru yang tepat. Setelah 

tahap sosialisasi, tahap penerapan juga menjadi tahap penting 

dalam implementasi KUHP baru ini. Penerapan KUHP baru 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak dan 

menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam KUHP baru ini. Proses penerapan KUHP baru ini 

harus dilakukan secara transparan dan adil, sehingga masyarakat 

dapat merasa nyaman dan percaya terhadap sistem hukum 

pidana yang ada. Tahap penegakan hukum menjadi tahap akhir 

dalam implementasi KUHP baru ini. Penegakan hukum 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan 

KUHP baru sebagai dasar hukumnya. Dalam penegakan hukum, 

aparat penegak hukum harus mengutamakan prinsip keadilan 

dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak tindak 

pidana. 

 

C.2.  Plus Minus Undang-Undang Baru 

Kelebihan implementasi undang-undang baru seperti 

halnya UU Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah dapat memberikan 

dasar hukum yang jelas dan memberikan aturan main yang jelas 

bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang, masyarakat 

dapat mengetahui dengan pasti tentang tindakan yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan. Selain itu, implementasi undang-undang 

dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat 

yang menjadi korban tindak kejahatan. Namun, terdapat juga 

kekurangan yang mencolok dalam undang-undang ini, seperti 

masih lemahnya pasal yang terkait dengan pelanggaran HAM 

berat, kebebasan berpendapat, dan pasal kontroversial mengenai 

hukuman mati.  Perlu dicatat, implementasi undang-undang baru 

dapat menjadi kurang efektif jika tidak ada dukungan yang 

memadai dari pihak yang berwenang dan masyarakat. 
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Dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain dalam menjalankan undang-

undang agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam 

penegakan hukum. Dalam hal ini, diperlukan evaluasi dan 

perbaikan secara terus-menerus terhadap implementasi suatu 

undang-undang agar dapat memberikan keadilan dan 

perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. 

 

C.3.  Arti Penting UU No 1 Tahun 2023 Dalam Penegakan  

Hukum 

Penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan salah 

satu pilar utama dalam membangun negara yang demokratis dan 

berkeadilan. UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan salah satu 

instrumen yang penting dalam memperkuat penegakan hukum di 

Indonesia. Pentingnya UU No 1 Tahun 2023 dalam penegakan 

hukum di Indonesia terlihat dari beberapa hal. Pertama, KUHP 

baru ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan 

komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat 

penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak 

dan menghukum pelaku tindak pidana. Kedua, KUHP baru ini 

juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan 

tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. 

KUHP baru ini mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat 

perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi 

yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang 

merugikan masyarakat. Ketiga, UU No 1 Tahun 2023 juga 

memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap 

korban kejahatan. KUHP baru ini mengatur sanksi yang lebih 

tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar 

hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih 

baik bagi korban kejahatan. Keempat, UU No 1 Tahun 2023 

juga memperkuat independensi dan profesionalisme aparat 
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penegak hukum. KUHP baru ini memberikan arahan yang lebih 

jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak 

hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional 

dan efektif. 

Kelima, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat 

keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP 

baru ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh 

informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta 

memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan 

pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Keenam, UU No 1 

Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak 

hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat 

penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini memberikan 

ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan 

hukum, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antara 

aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak 

pidana yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, UU No 

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) baru memiliki arti penting yang besar dalam 

memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini 

memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif, 

memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap 

korban kejahatan. Namun, meskipun UU Nomor 1 Tahun 2023 

memiliki arti penting dalam penegakan hukum, 

implementasinya harus dilakukan dengan baik agar dapat 

memberikan hasil yang maksimal. Diperlukan upaya bersama 

dari semua pihak yang terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, dan masyarakat untuk menjalankan UU tersebut 

dengan baik. Selain itu, evaluasi dan perbaikan secara terus-

menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi penegakan hukum di Indonesia. 
22
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mendapat penghargaan menjadi duta lingkungan hidup, sebagai 

Tokoh Peduli Anak Indonesia Mandiri (2017), Tokoh Bangsa 

Berkepribadian Membangun (2017) Tokoh Perduli 

Pembangunan Anak Indonesia (2018) dan Tokoh Peduli Masa 

Depan Bangsa (2018) dari Kementrian Koperasi Dan Usaha 

Kecil Dan Menengah RI bekerja sama dengan Yayasan Restu 

Bunda Jakarta.   Dan, kader terbaik Bela Negara Kementrian 

Pertahanan RI, menjadi Penasehat Hukum Komite Khittah 

Nahdlatul Ulama (NU) 1926, Pengurus LBH PW 

Muhammadiyah Provinsi Lampung, Pengurus LBH PDM Kota 

Metro, Anggota Penasehat Hukum beberapa Media Online  

Penulis juga aktif  mengisi acara-acara seminar hukum dan 

menulis jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga 

pernah menulis beberapa buku berjudul “Desa Kolonis Menjadi 

Metropolist, Kota Metro Dulu dan Kini” Tahun 2004,  “Apa dan 

Siapa Wakil Rakyat Lampung Tahun 2008”, “Politik Hukum 

Pidana” Tahun 2019,  “Academic Criticism; Kebijakan 

Reformulasi Yurisdiksi Ketentuan Ganti Rugi Pidana –

Ketentuan Pidana Tahun 2020,  “Distorsi Between Dogma And 

Democracy” Tahun 2020 dan buku ke -6  Tahun 2021 berjudul 

“Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi 

Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia 

dan Upaya Alternatif Penyelesainnya”. Buku berjudul Filosofi 

Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Upaya 

Memaksimalkan Dan Mereformulasi Implementasi Penegakan 

Hukum Pidana di Indonesia. “Ancaman Sanksi Pidana 

Terhadap Black Podcaster Dalam Membuat Konten Podcast 

Audio Illegal  Anti Empat Konsensus Dasar Kebangsaan” 

merupukan buku yang ke 10 dan buku ke 11 berjudul 

“Reformulasi Politik Hukum Pidana Yang Bernilai Filsafat 

Pancasila" terbit ditahun 2022 dan selanjutnya  buku ini 
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merupakan buku yang ke-12 berjudul “PEMBAHARUAN  

SISTEM HUKUM  PIDANA MELALUI REKODIFIKASI 

DEMOKRATISASI KONSOLIDASI ADAPTASI  

DIDALAM KUHP NASIONAL ” yang diterbitkan ditahun 

2023 . *** 

 

 

 

 


